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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraitkan hasil penelitian terkait Implementasi
Kebijakan Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang. Namun
sebelumnya akan dijabarkan gambaran umum Kota Pangkalpinang yaitu sebagai

berikut :

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Pangkalpinang
a. Kondisi Wilayah dan letak Geografis
Kota Pangkalpinang memiliki luas wilayah 118,41 km*® dengan
kondisi topografi pada umumnya bergelombang dan berbukit, dengan
ketinggian 20-50 meter dan permukaan laut dan kemiringan 0-25%.
Serta berada pada gans 106°4° sampai dengan 106°7” bujur timur dan
garis 2°4° sampai dengan 2°10° lintang selatan dengan luas wilayah
seluruhnya adalah 118.40. 10° lintang selatan dengan luas wilayah
selurghnya adalah 118,40. Berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 79
tahun 2007 daerah ini terletak pada bagian timur Pulau Bangka dengan
batas-batas sebagai berikut :
e Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagarawan, Kecamatan
Merawang, Kabupaten Bangka
e Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul Kecamatan Pangkalan
Baru Kabupaten Bangka Tengah

o Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan

50
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» Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo

Barat, Kabupaten Bangka

Kota Pangkalpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulanan

Bangka Belitung yang secara administratif terdiri dan 7 Kecamatan

dengan rincian 42 Kelurahan, 346 Rukun Tetangga (RT) dan 111 Rukun

Warga (RW). 7 Kecamatan tersebut diantaranya Bukit Intan, Taman Sari,

Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, dan Girimaya. Kota ini

menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan industri, pusat

pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) serta distribusi barang dan

Jasa, pusat administrasi, dan pusat lembaga keunangan.

Daftar Jumlah Kecamatan di Kota Pangkalpinang

No.
T St
2. Taman San 3,18 5
3. Pangkal Balam 4,68 5
4. Rangkui 5,02 8
5. Gerunggang 30,93 6
6. Gabek 34,21 6
7. Girimaya 4,74 5
Pangkalpinang 118,41 42

Sumber : (Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang Tahun 2018)
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Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang berdasarkan data yang

diperoleh dan bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan jenis kelamin per

semester I tahun 2018 yaitu 212,460 jiwa. Dengan komposisi penduduk

seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang berdasarkan Jenis Kelamin
per Kecamatan tabun 2018

_ o Jenis Kelamin | T

No. | ~Kecamatan | Jumlah - -

T, Bukit Tntan 9172 | 18351 745

7. Taman Sari 11117 | 10.830 71,047

3. | Pangkal Balam | 11.758 | 11.189 22947

2. Rangkui 19975 | 19.550 39.525

3 Gerunggang, | 20.901 | 20.052 40.953

6 Gabek 15.164 | 14.696 39.860

7. Girimaya 9985 | 92816 15.805
Jumlah | 108.076 | 104.384 212.460

Sumber : (Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang Tahun 2018)

c¢. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pangkalpinang

Struktur  Organisasi

Dinas Dukcapil

Kota Pangkalpinang

berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016

terdin dan :
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1)Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang
2)Sekretaris, yang membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
3)Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang membawahi :

a) Seksi Identitas Penduduk

b) Seks: Pindah Datang Penduduk

c) Seksi Pendataan Penduduk
4)Bidang Layanan Pencatatan Sipil, yang membawahi :

a) Seksi Kelahiran

b) Seksi Perkawinan dan Perceraian

¢) Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian
5)Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, yang membawahi :

a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

c¢) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6)Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu -

7)Unit Pelaksana Teknis (UPT)
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Sekretaris

[

|

Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil

Seksi Identitas Penduduk

Seksi Pindah Datang
Penduduk

Seksi Pendataan
Penduduk

Pencatatan Sipil

Seksi Kelahiran

Seksi Perkawinan dan
Perceraian

Seks1 Perubahan Status
Anak, Perwarganeparaan
dan Kematian

Subbag Umum dan Subbag Perencanaan,
Kepegawaian Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan
Bidang Pelayanan Bidang PIAK dan

Pemanfaatan Data

Seksi Sistem Informasi
Administrasi
Kependudukan

Seksi Pengolahan Dan
Penyajian Data
Kependudukan

Seksi Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan

Kelompok Jabatan
Fungsional Tertentu

Gambar 4.4

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang
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d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pangkalpinang.

Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tentunya memiliki Visi, misi,
tujuan, dan sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
sebagai penyelenggara pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
Adapun Visi yang ingin dirath atau dicapai yaitu “Terselenggaranya
pelayanan  administrasi kependudukan untuk mewunjudkan
masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan”.
Yang kemudian di rumuskan dalam tiga misi mengenai cara dan upaya
yang akan dilaksankan dalam mewujudkan visi tersebut, yaitu :

1. Melaksanakan pencatatan peristiwa kependudukan.

2. Mewujudkan  pembangunan  janingan, pengelolaan  data,
pendayagunaan dan pelaporan kependudukan dalam sistem
informasi dan administrasi kependudukan,

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang kependudukan
dan pencatatan sipil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24
Tahun 2009, Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang mempunyai tugas
pokok melakukan sebagian urusan pemerintahan dibidang kependudukan
dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan perbantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang mempunyat fungsi merumuskan kebijakan teknis hngkup
kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan sebagian urusan

pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudlikan dan
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pencatatan sipil, pengelolaan data penduduk, melaksanakan pelayanan
teknis administratif dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang,

Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang yaitu 56 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil
yaitu 24 orang dam tenaga kontrak yaitu 32 orang. Berikut ini rincian
Sumber daya Manusia yang ada di Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang

per 31 Oktober 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Sumber daya Manusia di Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang

Ka Dinas

2. | Sekretaris - 1 - - - 1
3. |Ka.Bidang - 2 - - - 2
4. Ka Subbag - 1 - - 1 2
5. | Ka. Seksi - 6 - - 3 9
6. | Staf - 2 - 5 2 9
7. PHL - 10 2 6 14 32

Jumlah 1 22 2 11 20 56

Sumber : (Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang Tahun 2018)
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2. Deskripsi Projaga Cantik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pangkalpinang.

Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang berusaha untuk terus
berkembang dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi
kependudukan di Kota Pangkalpinang. Mempermudah akses pelayanan
administrasi kepada masyarakat, dengan pertimbangam kebutuhan
masyarakat akan kualitas dan kemudahan pelayanan administrasi semakin
meningkat, terutama terkait produk, prosedur, persyaratan dan cara

pelayanan yang beragam.

Yang kemudian di tahun 2016, berdasarkan ide dan pemikiran
Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, lahirlah suatu program
sebagai perwujudan usaha tersebut, yaitu Projaga Cantik. Program ini
diharapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam

mendapatkan hak dokumen kependudukannya.

Twuan dijalankannya kebijakan Projaga Cantik ini, tentunya
berkaitan dengan visi dan misi, serta tidak lepas dari tujuan rencana
strategis Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pemenintahan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan

3. Memngkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya dokumen
kependudukan

4, Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi
kependudukan
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5. Meningkatkan kualitas pelayanan penelusuran dokumen arsip
kependudukan dan pencatatan sipil

6. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan

7. Meningkatkan jaringan internet sebagai sarana untuk mendukung
pengelolaan dan penggunaan data penduduk

8. Meningkatkan pengelelolaan data baik manual maupun SIAK.

Dalam pelaksanaannya, dibentuklah tim pelaksana teknis
implementas: pelayanan administrasi kependudukan. Dengan struktur
Sekretaris Pemkot Pangkalpinang sebagai Pembina, Asisten Bidang
Pemerintahan sebagai Koordinator, Kepala Dinas Dukcapil sebagai
penanggung jawab dan dibantu oleh seluruh pegawai Dinas Dukcapil
Pangkalpinang.

Kartu tanda penduduk (K'TP) dan akta kelahiran memiliki peranan
penting, selain sebagai idenfitas diri, kartu tanda penduduk (KTP) dan akta
kelahiran juga berguna dalam proses mendapatkan pelayanén publik. Ada
9 unsur pelayanan dalam Projaga Cantik, yaitu :

1. Pelayanan secara On Line

2. Pelayanan CTM (Cetak Transaksi Mandin)

3. Pelayanan akta kelahiran di tempat melahirkan

4. Pelayanan akta perkawinan di tempat perkawinan
5. Pelayanan Door To Door

6. Pelayanan One Day Stop

7. Survei kepuasan masyarakat secara elektronik
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8. Pelayanan han Sabtu
9. Pelayanan Terintegrasi
Pelayanan Projaga Cantik sudah berjalan dari Januan 2016 sampai
dengan saat ini dan pelayanan utamanya dalam hal pembuatan kartu tanda
penduduk dan akta kelahiran.
Berikut ini, konsep penjabaran langkah-langkah 9 kegiatan Projaga
Cantik yaitu :
1. Pelayanan secara On Line
Kegiatan pelayanan imi memiliki motto “Daftar On Laen,
dateng mawek syarat, pulang mawek asel” yang artinya “Daftar On

Line, Datang membawa syarat, pulang membawa hasil” dengan

durasi waktu satu hari masa kerja. Langkah-langkah pelayanannya

sebagai berikut :

1) Pemohon dapat mendaftar secara On Line melalui Web Dukcapil
(http://disdukcapil pangkalpinangkota.go.id) dan menerima bukt
pelayanan.

2) Disdukcapil akan memproses dokumen yang diminta dan secara
bersamaan warga mempersiapkan persyaratan yang diminta.

3) Disdukcapil mengirim email ke pemohon, bahwa dokumen selesai
diproses dan dapat diambil dengan membawa persyaratan yang

diminta dan telah diverifikasi, selesai.
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2. Pelayanan CTM (Cetak Transaksi Mandiri)
Kegiatan pelayanan ini memiliki motto “Tkaklah nyitak e, suat ge

Judi” yang artinya“Kalian lah yang cetak, sebentar saja selesai”

dengan durasi waktu 30 memt. Langkah-langkah pelayanannya

sebagai berkut

1) Pemohon mendaftar dimeja pelayanan di Disdukcapil dengan
menyerahkan syarat yang sudah diverifikasi, serta menerima
barcode tanda pendaftaran.

2) Pemohon dipersitahkan mengetik dan mencetak dokumen yang
diminta pada perangkat yang disediakan dengan panduan petugas.

3) Dokumen siap ditandatangani, selesai.

3. Pelayanan akta kelahiran di tempat melahirkan
Kegiatan pelayanan ini memiliki motto “Ngek budak laher,
pulang mawek akte” yang artinya “Begitu bayi telah lahir, pulang
membawa akta” dengan durasi waktu 30 menit. Langkah-langkah
pelayanannya sebagai berikut :

1) Sebelum melahirkan, pemohon mendaftar di Disdukcapil/Klinik
bersalin/Rumah sakit, dengan menyerahkan syarat yang sudah
divenifikasi dan menyerahkan dua nama calon bayi laki-laki dan
perempuan, serta menerima barcode pendaftaran.

2) Setelah melahirkan, pemohon menghubungi petugas Disdukcapil
melalui telepon/SMS. Kemudian akta kelahiran, Kartu Kelvarga
Baru, dan Kartu Identitas Anak dapat diterbitkan.

3) Dokumen siap diantar atau diambil sendiri, selesai.
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4. Pelayanan akta perkawinan di tempat perkawinan
Kegiatan pelayanan ini memiliki motto “Jkak kawen, kami
dateng” yang artinya “Kalian menikah, kami datang” dengan durasi
waktu sepuluh hari. Langkah-langkah pelayanannya sebagai berikut :

1) Pemohon mendaftar di Disdukcapil atau melalui lembaga
perkawinan dan menyerahkan persyaratan yang telah di verifikasi,
serta menentukan tempat dan han perkawinannya.

2) Petugas register dan saksi kedua dan Disdukcapil ke tempat
perkawinan pada han dilangsungkannya perkawinan.

3) Pengumuman perkawinan selama sepuluh han (sesuai Undang-
Undang).

4) Akta perkawinan dan Kartu Keluarga baru dapat di terbitkan, di
antar atau diambil sendiri, selesai.

5. Pelayanan Door To Door
Kegiatan pelayanan imi memiliki motto “/kak nunggu, kami
kumah” yang artinya “Kalian menunggu, kami ke rumah” dengan
durasi waktu satu hari kerja. Langkah-langkah pelayanannya sebagai
berikut :

1) Pemohon atau Ketua Rukun Tetangga mendaftar di Disdukcapil
dan menyerahkan persyaratan yang telah divenfikasi, serta
menentukan han perekaman biodata warga dilingkungannya.

2) Petugas operator datang ke tempat yang telah ditentukan dan

langsung mengadakan perekaman biodata warga.
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3) Hasil rekaman di olah dan siap di jadikan dasar penerbitan
dokumen lainnya (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
Elektronik, Akta Kelahiran dan sebagainya), selesai.

4) Untuk kemudahan pelayanan warga apat menghubungi petugas
layanan atas nama Ibu Nurjanah dengan nomor telepon 0821
78791976 atau ke Ibu Eva dengan nomor telepon 0812 7328 8667.

6. Pelayanan One Day Stop
Kegiatan pelayanan ini memiliki motto “Men alat bener, sarat
lengkep, suat ge sudeh” yang artinya “Apabila peralatan bagus,
syarat lengkap, sebentar saja selesai” dengan durasi waktu tiga puluh
sampai dengan sembilan puluh menit. Langkah-langkah pelayanannya
sebagai berikut :

1) Pemohon penerbitan dokumen mendaftar di Disdukcapil dan
menyerahkan persyaratan yang telah diverifikasi, serta menerima
barcode tanda pendaftaran (pukul 08.00 wib — 11.45 wib).

2) Petugas register dan operator memproses data dan mencetak
dokumen yang dibutuhkan.

3) Dokumen dapat diambil pukul 14.00 — 16.00 Wib.

7. Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) Secara Elektronik
Kegiatan pelayanan ini memiliki motto “Puas atau dek puas,
padeh kek kami” yang artinya “Puas atau tidak puas, bilang ke kami”
dengan waktu setiap hari, bulan April dan Desémber. Langkah-

langkah pelayanannya sebagai benkut :
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1) Pemohon yang telah menenma pelayanan, diminta kerelaannya
mengisi daftar pertanyaan tentang pelayanan yang didapatkannya.
2) Petugas akan memproses data yang masuk dan didapat prosentase
nilai kepuasan masyarakat.
3) Hasil SKM dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan.
8 Pelayanan han Sabtu

Kegiatan pelayanan ini memiliki motto “Men dek pacak ari
laen, dateng bai ari sabtu” yang artinya “Apabila tidak bisa hari lain,
datang saja hari sabtu”. Pelayanan tambahan pada han Sabtu,
dilaksanakan sebagai apresiasi Disdukcapil terhadap Aparatur Sipil
Negara atau Pegawai Negen Sipil, Karyawan Swasta dan warga
lainnya vyang tidak memiliki waktu mengurus dokumen
kependudukannya pada hari kerja (Senin-Jumat), serta usul saran dar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. Pelayanan
dibuka dari pukul 08.00 - 16.00 Wib, dengan tetap mengacu kepada
konsep One Day Stop.

9. Pelayanan Terintegrasi

Kegiatan pelayanan ini memiliki motto “Ngurus Sikok keluar
due ape tige” yang artinya “Proses satu, keluar dua sampai tiga”.
Pelayanan terintergrasi memungkinkan setiap warga melakukan
permohonan salah satu produk tetapi mendapatkan 2 sampat 3 produk
sekaligus, hal ini salah satu bentuk kemudahan pada masyarakat yang
tidak memiliki waktu dalam pengurusan dokumen kependudukannya.

Pelayanan yang disediakan diantaranya, pembuatan akta perkawinan,
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bisa imendapatkan akta perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik. Pembuatan Akta Kelahiran bisa mendapatkan
Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Pindah datang bisa mendapatkan Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas

Anak (KIA) sekaligus.

B. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Projaga Cantik Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan
yang telah di buat oleh pemenintah dan dilaksanakan oleh implementator,
yang dilaksanakan dengan berbagai metode dan sumber daya yang
dibutuhkan untuk mencapai suat: tujuan yvaitu berupa perubahan ke arah

yang diinginkan pembuat kebijakan.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam teonn Edwards IT1
bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan
pemerintah dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Tetapi, dalam membuat kebijakan pemerintah juga harus inengkaji
terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut memberikan dampak buruk
atau tidak bagi masyarakat. Tujuannya agar suatu kebijakan tidak

bertentangan dan merugikan masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dibahas dalam penelitian
ini, yaitu Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang. Ini

merupakan strategi pemenintah di bidang penyelenggaraan administrasi
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kependudukan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang

Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan Kota Pangkalpinang. Dengan harapan dapat memberikan

layanan publik yang efektif dan cepat, untuk memenuhi Hak dan

Kewajiban Penduduk sebagaimana yang terdapat dalam Bab 11 Pasal 2

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang,

bahwa setiap penduduk mempunyat hak untuk memperoieh :

a. Dokumen Kependudukan

b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil

¢. Perlindungan atas data pribadi

d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen

e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil atas dirinya dan/atau keluarganya

f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data
pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Terkait hal tersebut diatas, maka setiap penduduk wajib
melaporkan peristiwa kependudukan dan perishwa penting yang
dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan
yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,

sebagaimana diatur dalam Bab Il Pasal 3 Peraturan Daerah Kota
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Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Admimstrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang.

Untuk memenuhi hak warga atas kepemilikan surat keterangan
kependudukan tersebut, maka Kepala Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang bersama Tim Kreast dan Inovasi yang terdin dari para
Kepala Bidang dan Para Kepala Seksi, membuat Kebijakan Projaga
Canttk Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang. Kebijakan ini telah
dilaksanakan dan Januari 2016 sampai dengan sekarang. Sebagai Tim
Kreasi dan Inovasi, tentunya harus memahami terlebih dahulu apa
kebijakan yang akan di implementasikan, tujuan dan sasarannya. Untuk
itu, dilakukan wawancara dengan Tim Kreasi dan Inovasi, serta beberapa
petugas layanan.

Dalam kesempatan pertama, wawancara terhadap SP selaku
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang merupakan salah
satu Tim Kreasi dan Inovasi, menjelaskan :

“Sosialisasi Projaga disampaikan setiap tahun, pertama kali pada

tahun 2015, disampaikan oleh Kepala Dinas dan para Kabid. Tujuan

sosialisasi agar mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat
tentang program yang akan dilaksankaan. Informasi yang disampaikan
dalam sosialisasi yaitu semua informasi yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi kita masing-masing. Seperti Tbu misalnya di Bidang
pendaftaran Penduduk maka menyampaikan informasi tentang
pendaftaran penduduk, mulai dari KK, KTP, KIA dan segala macam,
serta aturan-aturan terbaru. Sasarannya para Tokoh masyarkat, para

RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.” (Wawancara han Sabtu, tanggal
20 Oktober 2018)

Dalam kesempatan berikumya, wawancara dengan SW selaku
Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang juga merupakan salah

satu Tim Kreasi dan Inovasi, menjelaskan :
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“Ada dilakukan sosialisasi, tapi kalau bidang kami berkaitan dengan
kebijakan kependudukan. Kalau terkait Projaga langsung Kepala
Dinas yang melakukan sosialisasi, bukan dari petugas. Projaga ini
pada prinsipnya secara keluar di lakukan oleh Kepala Dinas. Justru
Kepala Dinas juga yang menjelaskan ke kami. Hanya ranah kami saat
sosialisasi menjelaskan teknis dari masing-masing bidang. Dan kalau
yang melakukan inovasi semua bidang. Pelaksananya tergantung
bidang. Misalnya yang berkaitan dengan akta kelahiran, akta kematian
dan KK itu bidang Capil. KIA, KK baru dan akta kelahiran it
pelayanan terintergasi 2 bidang. Jadi inovasi dicetuskan yang
melaksankannya 3 bidang. Tujuan sosialisasi memberikan informasi
keluar agar masyarakat tahu bahwa pelayanan yang diberikan
Dukcapil sesuai dengan yang diarahkan dan yang menjadi tujuan,
seperti pelayanan terintegrasi, misalnya pelayanan ditempat kelahiran.
Jadi pasangan suami istri yang akan punya anak, sebelum istrinya
melahirkan sudah harus mempersiapkan syaratnya seperti minimal
nama bayi. Jadi saat istrinya melahirkan, dokumennya bisa di urus
langsung. Informasi yang disampaikan yaitu semua tentang Projaga.
Sasaran dalam sosialisasi yaitu siapa pun yang bertanya, tergantung
kebutuhan dan anggaran, para RT baru, pemuka agama, pemuka
masyarakat, media massa, Kepala Sekolah.” (Wawancara hari Sabtu,
20 Oktober 2018)

Selanjutnya Tim Kreasi dan Inovasi yang juga di wawancarai
yaitu HS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang
menjelaskan :

“Sosialisasi ada di bidang data, kalau kami melayani langsung Supaya
masyarakat tahu tentang administrasi kependudukan dan pentingnya
administrasi kependudukan. Rata-rata sosialisasi dilakukan di kantor-
kantor Kecamatan. Sasarannya para RT.” (Wawancara hariSenin,
tanggal 22 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR selaku Kepala Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang yang merupakan Ketua Tim Kreasi dan
Inovasi, menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk di tataran pegawai semua sudah tahu tentang Projaga,
tapi untuk masyarakat ada Bimtek untuk para RT yang diadakan
setahun sekali dari tahun 2015. Disamping itu juga karema biaya
Bimtek terbatas, kita pakai sistem komunikasi “Ketok Tular”, yaitu
masyarakat bertanya dan saya menjawab, kemudian nanti mereka
yang akan menyampaikan ke kawan-kawan lain secara sambung
menyambung. Dan ternyata itu lebih efektiv. Yang jelas Handphone
saya tidak pernah saya tutup, terbuka 24 jam. Karena setelah di
evaluasi, Bimtek untuk para RT imi kurang efektiv. Yang melakukan
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sosialisasi adalah Kepala Dinas dan para Kabid. Tujuan sosialisasi
yaitu biar mereka tahu apa itu Projaga dan sistem yang ada di sini.
Tujuan kami adalah membahagiakan masyarakat, bagaimana
masyarakat bisa dilayani dengan cepat, gampang, gratis dan
membahagiakan. Dalam sosialisasi disampaikan informasi tentang
Projaga dan sistem disini seperti apa jadi mereka tahu. Tapi ada
permasalahan juga di bidang komunikasi, kita mengkomunikasikan ke
para RT, tapi kadang-kadang dari RT ke masyarakat tidak sampai.
Sasaran dalam sostalisasi yaitu semua, memang sasarannya sih para
RT, dengan harapan mereka bisa menyampaikannya kepada para
warganya. Ditambah lagi dengan karakter orang Pangkalpinang ini,
sepertinya mereka berurusan dengan kita ini malas dalam arti kata
tanda petik ya, jadi mereka cenderung mewakilkannya kepada para
RT. Ya silahkan lah, karena substansinya kan warga dapat dokumen.”
(Wawancara hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018)

Selain Tim Kreasi dan Inovasi, wawancara juga dilakukan ke
petugas layanan, diantaranya sebagai berikut :
Hasil wawancara dengan AW menjelaskan bahwa :

“Iya tetap dilakukan sosialisasi, setiap sebelum turun lapangan
biasanya petugas dari Kelurahan, Kecamatan, perwakilan RT kami
panggil dulu, tetap di sosialisasi dulu. Jadi mereka tidak kaget saat
petugas datang, karena dari awal sudah di sosialisasi, sistemnya
seperti apa, apa yang kami kerjakan. Tergantung bidang, misalnya
kalau yang turun Tim Pendaftaran penduduk, maka mereka lah yang
melakukan sosialisasi. Yang menyampaikan materi. Kalau bidang
Capil ya mereka lah yang menyampaikan. Jadi tergantung bidang
masing-masing. Tujuan sosialisasi supaya mereka tidak kaget lagi saat
ada Petugas turun lapangan, jadi mereka bisa paham dulu. Jadi mereka
juga bisa mempersiapkan berkas-berkas sebelum petugas datang.
Bidang Capil misalnya menyampaikan tentang percepatan untuk akta
kelahiran, baik ke pihak sekolahan kami sampaikan dulu kami ke
sekolah it ngapain, minta foto copy akta kelahiran , atau dan
siswanya yang belum punya akta kelahiran atau akta kelahirannya
rusak atau hilang kami proses. Jadi apa yang mau kami kerjakan di
sekolah atau dikelurahan, itu lah yang kami sampaikan. Sasarannya
adalah RT, RW, Kepala Sekolah, Pak Camat.” (Wawancara han
Senin, tanggal 22 Oktober 2018).

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan petugas layanan

bagian operator yaitu AP yang menjelaskan :

“Pasti tetap ada, sosialisasinya ke RT-RT, ke Kelurahan, kami himbau
bagi warga yang belum melakukan perekaman termasuk yang sakit
untuk melakukan perekaman. Ada Tim, misalnya untuk E-Mobile
petugasnya ada lima yaitu operator, admin, penyetel alat disiapkan.
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Tujuan sosialisasi mempermudah, untuk warga sakit tidak perlu
datang ke Dinas melakukan perekaman, kami yang datang ke mereka
dan kami yang antarkan apabila sudah jadi, ya ini program Door To
Door. Sasaran sosialisasi yaitu seluruh warga Pangkalpinang,
tempatnya di setiap Kelurahan. Karena informasi yang kami dapat
hampir di tiap Kelurahan ini pasti ada yang sakit. Nah itu yang kami
datangi.” (Wawancara hari Rabu, tanggal 07 November 2018)

Selain 1tu juga, petugas layanan bagian operator atas nama AT

pun menjelaskan bahwa :

“Sosialisasi ada. Dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang,
Kepala Seksi dan Pegawa-pegawainya. Dengan tujuan agar
masyarakat mengetahui dokumen yang harus mereka punya,
kemudian syarat-syaratnya. Informasi yang disampaikan yaitu syarat-
syarat pembuatan dokumen. Dengan sasaran masyarakat pada
umumnya, Khususnya lebih ke orang yang sudah lanjut usia, rata-rata
belum punya akta lahir. Sosialisasi disampaikan ke kelurahan-
kelurahan, ke RT-RT.” (Wawancara hari Rabu, tanggal 07 November
2018)

Dari hasil wawancara dengan informan yaitu Tim Kreasi dan
Inovasi, serta beberapa petugas layanan, kemudian dihubungan dengan 3
indikator dalam variabel komunikasi menurut Edwards III yaitu
transmisi, kejelasan dan konsistensi, maka untuk indikator transmisi
terkait sosialisasi kebijakan Projaga Cantik telah terlaksana dengan baik
antar Tim Kreasi dan Inovasi dengan para petugas layanannya.
Selanjutnya untuk indikator kejelasan, dalam pelaksanaan kebijakan
Projaga Cantik ini, Kepala Dinas pada saat tertentu kadang
membutuhkan fleksibilitas dengan tujuan untuk mempermudah
masyarakat dalam mendapatkan hak dokumen kependudukannya. Namun
bukan berarti tidak konsisten, sebagaimana indikator ke 3 dalam varnabel
komunikasi, karena tidak terjadi kebingungan para petugas layanan
walaupun Kepala Dinasnya sering memfleksibilitaskan prosedur

pelayanan, Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengambil Kebijakan dan
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Implementator sudah sama-sama mengetahui dan menguasai terkait
Kebijakan Projaga Cantik tersebut, mulai dari apa yang dimaksud
Projaga Cantik, siapa pelaksananya, tugasnya, informasi vyang
disampaikan dalam sosialisasi Kebijakan Projaga Cantik, sasaran dan
tujuannya. Namun teryata dalam proses implementasinya, ditemukanlah
kendala. Hal im: sebagaimana berdasarkan hasil wawancara terkait
pelaksanaan Projaga Cantik, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk, SP menjelaskan bahwa :

“Belum maksimal, karena masih ada kendala seperti anggaran, listrik
yang kadang mati, dan jaringan internet, sarana dan prasana yang
sudah tua dan sering error tadi lah. Jadi dani sembilan kegiatan, yang
terlaksana baru Door To Door, tapi belum maksimal, pelayanan
terintegrasi, pelayanan hari sabtu, One Day service dan Survei
Kepuasan Masyarakat™. (Wawancara hari Sabtu tanggal 20 Oktober
2018)

Hal ini juga di sampaikan oleh Kepala Bidang PIAK dan
Pemanfaatan Data, SW bahwa :

“Tidak semua kegiatan berjalan. Yang sudah berjalan baru Pelayanan
Terintegrasi, Door To Door, Pelayanan Hari sabtu. Untuk One Day
Service kurang maksimal dan yang lain belum.Yang belum, seperti
Cetak Transaksi Mandiri, pelayanan On Line. karena kendala terkait
anggaran, sarana prasana dan Sumber daya manusianya. Tapi kalau
SDM sebenarnya tidak jadi masalah, bisa di latih kalau ada uang
Hanya ada apa tidak anggarannya untuk beli saran prasarana.
Misalnya seperti program pelayanan terintegrasi itu tidak ada masalah,
langsung bisa dilaksankaan, karena cuma terkait sistem saja, tapi
misalnya seperti pelayanan Cetak Transaksi Mandiri yang jadi
masalah, karena terkait keterbatasan anggaran. Jadi cuma bisa mimpi
tapi tidak bisa merealisasikannya karena tidak ada dukungan
anggaran”.(Wawancara han Sabtu tanggal 20 Oktober 2018)

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, HS juga

menyampatkan bawa :

“Belum semua, hanya beberapa saja, karena masih ada kendala-
kendala. Yang sudah seperti pelayanan hari sabtu, Pelayanan
Terintegrasi dan survei kepuasan masyarakat. Dan yang belum ya
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sisanya. Tapi setidaknya dokumen kependudukan yang dibutuhkan
masyarakat bisa di penuhi. Jelas ada, seperti On line dan cetak
transaksi mandin itu kan belum terlaksana. Sarana prasarana. Sulit
berhubungan dengan orang lain, terkait kerjasama dengan orang yang
berthubungan dengan program penerbitan akta kelahiran di tempat
melahirkan. Bidan, Dokter tentunya harus kita siapkan anggaran.”
{Wawancara hari Senin tanggal 22 Oktober 2018)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang AR bahwa :

“Belum, ada yang lancar ada yang macet-macet. Tergantung dan
kesiapan kami dan masyarakat. Masyarakat juga turut serta, karena
kalau mereka gaptek bagaimana mau menggunakan alatnya
nanti. Yang baru berjalan Pelayanan hari sabtu, pelayanan terintegrasi,
One Day Sto Service, Survei Kepuasan Masyarakat. Yang belum
berjalan, pelayanan secara On Line, Cetak Transaksi Mandin karena
alatmya mahal. Di tingkat masyarakat kadang-kadang. Tingkat
pendidikan formal yang berbeda-beda sehingga pemahaman pun beda.
Tapi yang jelas, saya sudah mengkomunikasinya dengan masyarakat
apabila ada hal yang tidak bisa diselesaikan didepan dengan staf,
langsung saja ke saya. Kalau kendala anggaran, Sumber daya manusia
yang kurang, itu adalah alasan klasik. Jadi kita berangkat dari apa
yang ada saja. Berdayakan yang ada. Ada aja ya, kendalanya. Seperti
misalnya ada petugas yang sudah merasa nyaman dengan zonanya
yang sekarang, mereka kadang susah kita bawa ke zona yang tidak
nyaman. Kita kan mi merubah zona yang tidak nyaman. Jadi ya tidak
mau di mutasi ke bidang lain. Susah sekali untuk mutasi intemal.”
{Wawancara hari Senin tanggal 22 Oktober 2018)

Selain 4 pernyataan Informan di atas yang terdiri dan Kepala
Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang dan para Kepala Bidang. Hal vang
sama juga ditanyakan kepada 3 petugas layanan. Dengan informasi
yang disampaikan sebagai berikut :

Pertama, Petugas layanan bidang Pencatatan Sipil atas nama
AW yang menjelaskan bahwa :

“*Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah seperti pelayanan One

Day Stop, tapi hanya untuk administrasi tertentu saja seperti kartn

keluarga, akta kelahiran dan akta kematian, pelayanan tambahan hari

sabtu, pelayanan terintegrasi dan Survei Kepuasan Masyarakat. Untuk

Pelayanan Door To Door sudah pernah tapi kurang maksimal, Yang

belum pelayanan On Line, pelayanan Cetak Transaksi Mandin,
pelayanan akta kelahiran di tempa kelahiran, pelayanan akta
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perkawinan di tempat perkawinan. Belum maksimal pelaksanaanya
karena adanya kendala seperti masih adanya kekurangan sarana
prasana dan jumlah pegawai. Peralatan, listrik yang tidak stabil.
Namun sampai saat ini masih kategori aman. Untuk yang belum
terlaksana itu karena sistem dan kendala dan pusat, misalnya kendala
sistem jaringan.” (Wawancara hari Senin tanggal 22 Oktober 2018)

Kedua, Petugas layanan bidang Operator dan Data Base atas
nama AP yang menjelaskan bahwa :

“Yang sudah berjalan, pelayanan terintegrasi, pelayanan hari sabtu,
Door Te Door, one Day Stop tapi hanya untuk kartu keluarga, akta
kelahiran dan akta kematian. Yang lainnya belum. Karena ada
beberapa program terkendala dengan peralatan seperti pelayanan On
Line dan Cetak Transaksi Mandiri. sekarang lagi dianggarkan,
Jaringan, server rusak semua, yang ada cuma punya Kecamatan
Gabek dan Dukcapil, kendalanya server tidak bisa kita perbaiki di sini,
harus dipusat. Di Gabek itu pun karena kita perbaiki sendin, itu salah
satunya agar kita bisa lakukan perekaman. Jadi sementara orang pada
ke sini semua dan ke Kecamatan Gabek.”(Wawancara hari Rabu
tanggal 07 November 2018)

Ketiga, Petugas layanan bidang Operator atas nama AT yang
menjelaskan bahwa :

“Belum karena terkendala alat. One Day Stop, Door To Door,

pelayanan hari sabtu, pelayanan terintegrasi. Yang lain belum. Kami

kurang tahu kenapa belum berjalan, seperti pembuatan akta kelahiran

di tempat melahirkan ini, kami sudah mengumpulkan berkas tapi

realisasinya kami tidak tahu. Yang pasti kami sudah turun ke

lapangan, sudah mengumpulkan data-data, kami laporkan. Kalau

tindaklanjutnya ya pejabat itu.” (Wawancara hann Rabu tanggal 07

November 2018)

Dan penjelasan 7 orang Informan diatas, selanjutnya dianalisa
dengan variabel sumber daya yang memiliki 4 indikator yaitu staf,
informasi, wewenang dan fasilitas berdasarkan teori Edwards III. Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang memang kekurangan jumlah staf, yaitu
para Aparatur Sipil Negara sehingga dibantu oleh Honorer atau tenaga

kontrak. Dengan total jumlah pegawai 56 orang, nncian Aparatur Sipil
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Negara 24 orang dan tenaga kontrak 32 orang, masih jauh dar jumlah
ideal untuk jumlah staf yang seharusnya, untuk melayani penduduk
yang ada di 7 Kecamatan dengan jumlah Desa yaitu 42 Desa, Yang
kedua, indikator informasi yang hubunganya terkait cara pelaksanaan
kebijakan dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi. Untuk
indikator 1ini, sudah menunjukkan bahwa untuk kepatuhan para
implementator terhadap aturan dan regulasi sudah terlaksana. Pun
begitu dengan indikator wewenang, yang kaitannya dengan legitimasi.
Tentunya para implementator yang menjalankan kebijakan Projaga
Cantik 1ni telah terlegitimasi, sehingga mereka pun memiliki
kewenangan yang bersifat formal dalam mengimpelementasikan
kebijakan. Namun sayangnya, indikator ke 4 tidak bisa terpenuhi dan
belum mendapat dukungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu
fasilitas. Penyebab program yang merupakan inovasi dan Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang tersebut belum terlaksana dengan
maksimal, karena adanya permasalahan yaitu terkendala oleh sarana
prasarana seperti peralatan untuk Pelayanan melalui On Line, peralatan
untuk pelayanan melalui Cetak Transaksi Mandir, Server yang masih
tinggal 2 unit (satu unit di Kecamatan Gabek dan satu unit di Kantor
Dinas Dukcapil Pangkalpinang) untuk penyimpanan dan pengolahan
data kependudukan yang sudah terekam, jaringan internet yang sering
error, listrik yang tidak stabil dan kadang mati, saat ini Dinas Dukcapil
Pangkalpinang belum mempunyai genset, sechingga apabila listrik mati,

maka kegiatan pelayanan menjadi terhenti.
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Secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan
Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, yang pelaksanaan
kebyjakannya melalui 9 kegiatan pelayanan belum berjalan maksimal
dan belum mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.
Walaupun kebijakan telah dirumuskan dengan matang dan disetujui
oleh Birokrat diatasnya seperti Pemerintah Kota Pangkalpinang dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. Yang sudah
dan terus terlaksana sampai saat ini diantaranya Pelayanan One Day
Stop, Pelayanan Tambahan Han Sabtu, Pelayanan Terintegrasi dan
Survei Kepuasan Masyarakat. Yang pernah terlaksana tetapi kurang
maksimal yaitu Pelayanan Door To Door dan yang belum terlaksana
yaitu Pelayanan melalui Sistem On Line, Pelayanan melalui Cetak
Transaksi Mandiri, Pelayanan Akta Kelahiran di tempat melahirkan,
dan Pelayanan Akta Perkawinan ditempat perkawinan.

Namun demikian, walaupun belum berjalan secara maksimal,
setidaknya dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat bisa
di penuhi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang mengambil
kebijakan yaitu membantu warga yang akan mengurus dokumen
kependudukannya dengan mempermudah persyaratan, seperti dalam
mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu
Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian bisa langsung ke Dinas
Dukcapil Pangkalpinang. Selain itu juga Kepala Dinas Dukcapil
Pangkalpinang selalu terbuka dan bersedia ditemui warga langsung ke

ruang kerjanya, apabila ada warga yang membutuhkan dokumen
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kependudukan yang bersifat segera karena adanya kepentingan tertentu,
seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan minta
dicetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena yang lama sudah
rusak atapun hlang, dengan syarat bahwa warga tersebut sudah
melakukan perekaman data kependudukan.

Selain 1tu juga, untuk membantu mempercepat proses penerbitan
dokumen kependudukan warga, baru-baru ini Kepala Dinas Dukcapil
Kota Pangkalpinang kembali mengeluarkan kebijakan “Semedi” yaitu
Sejam mesti jadi. Namun untuk dokumen tertentu seperti Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan minta dicetak kembali
Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dengan harapan dapat selalu
memuaskan warga yang datang dalam mengurus dokumen
kependudukannya.

Selanjutnya, Variabel Disposisi yang terdiri dari pengangkatan
birokrat dan insentif menurut pandangan Edwards III. Dalam
implementasi kebijakan Projaga Cantik Dinas Dukcapill Kota
Pangkalpinang. Secara birokrasi, semua unsur yang ada mulai darni
Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf bagian Sekretariat,
Petugas Layanan dan Operator dapat bekerjasama dalam menjalankan
kebijakan Pimpinan, terkait implementasi Projaga Cantik ini.
Kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan yang diberlakukan oleh
Kepala Dinas selaku Pimpinan dalam instansi Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada permasalahan

ataupun komplain dan pegawainya. Berkaitan dengan insentif, Kepala
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Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang berupaya memberikan insentif
bagi semua pegawainya yang melaksanakan tugas pelayanan tambahan
hart Sabtu. Sumber anggaran yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang
nominainya disesuaikan dengan tanggungjawab kerja, kepangkatan dan
golongannya.

Terakhir yaitu faktor Struktur Birokrasi, dalam implementasi
Projaga Cantik, ditemukan adanya pelaksanaan tugas yang belum sesuai
dengan SOP karena faktor prosedur yang terlalu panjang dan syarat
pengajuan dokumen yang sulit dipenuhi warga. Sehingga Kepala Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang mengambil kebijakan untuk tidak
menerapkan prosedur sesuai SOP yang bertujuan untuk mempermudah
masyarakat. Untuk pelaksanaan fragmentasi, belum terlaksana dengan
baik, karena hanya di tingkat Kepala Bidang dan Kepala Seksi, untuk di
ranah implementator masih terkendala jumlah petugas layanan sehingga

terjadinya rangkap tugas dan pekerjaan.

2. Faktor-faktor Yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Projaga
Cantik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam impiementasi
kebijakan Projaga Cantik tersebut, maka akan di analisa dengan
menggunakan teori George C. Edwards Iil, yang menekankan pada
pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yaitu

mengefektifkan pekerjaan. Dalam pendekatan Top Down ini, proses
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kebijakan merupakan rangkaian perintah Pimpinan untuk melaksanakan
snatu kebijakan dalam birokrasi.

Dalam teori ini, George C. Edwards III (dalam Leo Agustino,
2014: 150) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi pada
dasarnya dipengaruhi oleh 4 faktor vyaitu isi dari komunikasi, sumber
daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang akan efektif, apabila para pembuat keputusan dalam
hal ini Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang selaku Ketua
Tim Kreasi dan Inovasi dan Para Ketua Bidang selaku anggota Tim
Kreasi dan Inovasi mengetahui apa yang akan mereka kerjakan,
yaitu 9 kegiatan Projaga Cantik. Pengetahuan atas 9 kegiatan Projaga
Cantik im dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik,
sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi
kebijakan  Projaga  Cantik  harus  ditransmisikan  (atau
dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, yaitu kepada
para Kepala Seksi dan Petugas layanan. Untuk menjawab faktor
komunikasi dalam implementasi kebijakan Projaga Cantik im,
peneliti telah melakukan wawancara terhadap Tim Kreasi dan
inovasi yang terdiri dari Kepala Dinas Dukcapi! Kota Pangkalpinang
selaku Ketua Tim Kreasi dan Inovasi, serta para Kepala Bidang yang
merupakan anggota Tim Kreasi dan Inovasi.

Berikut hasil wawancara dengan SP selaku Kepala Bidang

Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang merupakan anggota Tim
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Kreasi dan Inovasi terkait proses komunikasi antara Tim Kreasi dan
Inovasi dengan para implementator kebijakan :

“Untuk bidang Pendaftaran penduduk, apabila ada hambatan atau
kendala maka petugas akan menyampaikan ke Kasi atau Kabid.
Namun apabila tetap tidak bisa diselesaikan baru diteruskan ke
Kepala Dinas.” (Wawancara hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018)

Selanjutnya menurut SW selaku Kepala Bidang PIAK dan
Pemanfaatan Data yang merupakan anggota Tim Kreasi dan Inovasi
yaitu :

“Yang pasti Kabid yang melakukannya ke para petugas layanan,
misalnya apabila ada informasi baru atau perubahan kebijakan dari
Kepala Dinas. Maka para Kabid yang menyampaikan kepada para
petugas layanan. Sehingga pelayanan disesuaikan dengan
perubahan kebijakan.” (Wawancara hani Sabtu, tanggal 20 Oktober
2018)

Dan berikut juga hastl wawancara dengan AR selaku Kepala
Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Ketua
Tim Kreasi dan Inovasi :

“Tiap hari biasanya habis apel kita briefing langsung ke saya, ada
Jjuga briefing perbidang. Tidak setiap hari, itupun hanya sekitar 15
menit, tergantung apabila ada hal yang mau di briefingkan. Karena
waktu terbatas, pukul 0800 pagi kita sudah harus buka.”
(Wawancara hari Senin, 22 Oktober 2018)

Selanjutnya untuk mengetahui proses komunikasi antara Tim
Kreasi dan Inovasi dengan petugas layanan, dilakukan wawancara ke
beberapa petugas layanan, diantaranya ke AW yaitu :

“Mereka mengarahkan sebelum kami turun, jadi sebelum kami
turun ada rapat khusus terlebih dahulu. Kira-kira kami turun ke
lapangan administrasi apa yang kami siapkan, apa kerjaannya di
kelurahan, apa kerjaanya disekolah. Apa berkas yang harus kami
jemput, karena kami kan sistemnya jemput bolakan. Berkas apa
vang kami jemput, yang kami proses nantinya. Istilahnya ambil
dulu berkasnya ke sekolah, kemudian kami proses di kantor,
setelah selesai kami antarkan kembali berkasnya.”(Wawancara hari
Senin, 22 Oktober 2018)
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Benkut keterangan dari petugas layanan bagian operator dan

data base atas nama AP :

“Setiap ada kegiatan misainya kegiatan E-Mobile kami selalu
konfirmasi dahulu ke Kepala Dinas atau ke Kabid.”(Wawancara
Hari Rabu, 07 November 2018)

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa komunikasi
dilakukan secara berjenjang dari Tim Kreasi dan Inovasi yaitu antara
Kepala Dinas Dukcapil Pangkalpinang dengan para Kepala Bidang,
dilanjutkan antara para Kepala Bidang dengan para Implementator
dalam hal ini para petugas layanan. Dengan demikian dapat di
analisa bahwa komunikasi terkait petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan kebijakan Projaga Cantik sudah berjalan dengan baik,
schingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi
kebijakan Projaga Cantik telah di transmisikan ke bagian personalia
yang tepat, yaitu kepada para Kepala Seksi dan Petugas layanan.
Sehingga ini menjadi awal yang baik untuk Out Put yang diharapkan

dan adanya Projaga Cantik ini.

Selanjutnya komunikasi antara Petugas layanan dengan
masyarakat, pada saat pelayanan maupun kegiatan sosialisasi yang
berkaitan dengan Projaga Cantik. Untuk mengetahui proses
komunikasinya, berikut dilakukan wawancara, diantaranya dengan

masyarakat atas nama RS :

“Alhamdulillah kalau komunikasi, antara yang tidak tahu menjadi
tahu, jadi apa pun yang kami tanyakan tentang informasi dan kami
butuhkan di layari dan dijawab dengan baik.” (Wawancara hari
Sabtu, 03 November 2018)
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Kemudian berikut hasil wawancara dengan SB, Ketua RT 09

RW 03 Taman Bunga Kecamatan Gerunggang :

“Pelayanannya sangat memuaskan, kebetulan saya juga pernah
mengikuti kegiatan Official Room di kota Pangkalpinang di Pemda
sana, jadi Kepalanya yaitu Pak Armada memberikan informasi
bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di Dukcapil Pangkalpiang
mendapatkan ISO 2009, itu merupakan prestasi yang bagus sekali
dan di akui dunia kalau tidak salah. Itu program beliau dan
pelayanannya sangat memuaskan sekali.” (Wawancara hari Jumat,
tanggal 09 November 2018)

Dan di wilayah berbeda, juga dilakukan wawancara dengan
MP, selaku Ketua RW 01 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit

Intan yang menjelaskan bahwa :

“Bagus, karena Dukcapil ada Door To Door juga, mereka
menyampaikan kepada warga yang tidak punya surat-surat harap di
urus. Apalagi terkait akta kelahiran untuk anak, itu sangat penting
untuk anak masuk sekolah.” (Wawancara hari Sabtu, tanggal 17
November 2018)

Selain itu, Projaga Cantik ini harus dikomunikasikan secara
tepat, akurat, dan konsisten. Salah satu wujud pelaksanaannya adalah
sostalisasi yang dilakukan oleh Tim Kreasi dan Inovasi di
Kelurahan-Kelurahan, yang sasarannya adalah para Ketua Rukun
Tetangga, Ketua Rukun Warga, Tokoh Masyarakat dan Tokoh
Agama. Yang kemudian diharapkan dapat disampaikan kembali ke
warganya masing-mnasing. Komuntkasi (atau pentransmisian
informasi) diperlukan agar Tim Kreasi dan Inovasi, serta para
implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan yang akan diterapkan dalam memberikan layanan kepada

masyarakat.
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Pelayanan terkait Projaga Cantik ini pun menurut beberapa
warga menjelaskan bahwa sudah dikomunikasikan secara tepat,
akurat, dan konsisten. Berikut beberapa hasil wawancaranya :

Pertama, wawancara dengan MP selaku Ketua RW 0l
Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan, yang menjelaskan
bahwa :

“Tepat, karena mereka melakukan sosialisasi ke warga-warga tidak

dipungut biaya, gratis. Jadi kalau bisa secepatnya KTP ini teraklir

bulan Desember.” (Wawancara han Sabtu, tanggal 17 November
2018)

Kedua, wawancara dengan RS, warga Kecamatan
Gerunggang yang menjelaskan bahwa :

“Sudah tepat dan konsisten, misalnya jangka waktu pembuatan

akta kelahiran misalnya 7 hari, ketepatan waktunya tepat, malah

sebelumnya ada informasi 5 hari sudah selesai untuk cetak akta.”

(Wawancara hari Sabtu, tanggal 03 November 2018)

Ketiga, wawancara dengan SB, selaku Ketua RT 09 RW 03
Taman Bunga Kecamatan Gerunggang yang menjelaskan :

“Selama saya menjadi Ketua RT dan juga selalu berhubungan
dengan mereka, tepat sekali, akurat dan juga pelayanannya ramah
sekali.” (Wawancara hari Jamat, 09 November 2018)

Ke empat, wawancara dengan AS, selaku warga Kelurahan
Selindung Baru yang berprofesi sebagai Redaktur media cetak Babel
Pos yang menjelaskan :

“Waktu itu saya lihat petugas pelayanannya sudah menjelaskan
prosedur dengan akurat, dan batas waktu selesainya dokumen juga
tepat,” (Wawancara hani Kamis, tanggal 20 Desember 2018)

Namun jawaban-jawaban hasil wawancara tersebut belum
meyakinkan bahwa variabel komunikasi dalam sosialisasi dan

implementasi terkait Projaga Cantik sudah berjalan baik, maksnnal
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dan seusai harapan. Untuk mengetahui secara lebih mendalam, maka
dilakukan wawancara mendalam untuk menganalisa keberhasiian
variabel komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan dan

konsistensi menurut Edwards 111.

Dalam teori Edwards 111 juga di jelaskan bahwa terdapat 3
indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel
komuntkasi, yaitu :

I) Transmisi ; penyaluran komunikasi yang bak akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi
adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal
tersebut karena komunikasi telah melalui beberapa
tingkatan birokrasi, sehimgga apa yang diharapkan
terdistorsi ditengah jalan.

2) Kejelasan ; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana
kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak
ambigw/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak
selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu,
para pelaksana membutuhkan fleksibilitas  dalamn
melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal
tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak
dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3) Konsistensi ; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan

suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk
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diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang
diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan
kebingungan bagi pelakasana di lapangan (Leo Agustino,

2014: 150-151).

Dalam implementasi kebijakan Projaga Cantik Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang, berdasarkan hasil wawancara ke 4
orang Tim Kreasi dan Inovasi, serta 3 orang petugas layanan pada
umumnya menjelaskan bahwa 3 indikator keberhasilan variabel
komunikasi di atas, untuk di ranah internal Instansi Dinas Dukcapil
Kota Pangkalpinang yaitu antara Tim Kreasi dan Inovasi dengan
para petugas layanan tidak mengalami miskomunikasi, dengan kata
lain bahwa transmisi informasi berjalan lancar. Begitu juga dengan
kejelasan, hal ini terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
yang diterima oleh para pelaksana kebijakan sudah jelas dan tidak
membingungkan (tidak ambigu/mendua). Tetapi kadang pada
kondisi tertentu, Kepala Dinas Dukcapil Pangkalpinang juga
memfleksibilitaskan prosedur dan persyaratan dalam implementasi
kebijakan Projaga Cantik, dengan tujuan untuk memben kemudahan
dan kepuasan bagi warga yang memang ada keperluan mendadak,
mendesak dan penting. Perlakuan itu pun di berlakukan untuk
penerbitan dokumen kependudukan yang bisa di terbitkan secara
cepat seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu
Identitas Anak, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (karena

hilang atau rusak tetapi sudah melakukan perekaman data). Ini bukan
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berarti terjadinya inkonsistensi, karena setiap ada perubahan
kebijakan selalu di komukasikan dengan dilakukan briefing.
Perubahan yang terjadi misalnya terkait prosedur dan persyaratan
yang lebith dimudahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang. Kebijakan itu pun tidak membingungkan petugas
layanan, sehingga semua proses layanan administrasi kependudukan

berjalan dengan lancar.

Namun, bagaimana diranah masyarakat ? apakah informasi

sudah di transmisikan dengan baik ? konsisten dan jelaskah ?

Untuk menjawabnya, maka dilakukan wawancara ke
beberapa informan, diantaranya Ketua Rukun Tetangga, Ketua
Rukun Warga, dan masyarakat diwilayah berbeda dengan hasil

wawancara sebagai benkut :

Dalam wawancara dengan informan atas nama SB selaku
Ketua RT 09 RW 03 Taman Bunga Kecamatan Gerunggang

menjelaskan bahwa :

“Program Jangkau warga adalah program dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang
tujuannya penanganan pembuatan akta kelahiran, akta kematian,
akta pernikahan dan yang lain-lain. Di hari sabtu mereka tetap
bertugas sampai pukul empat belas siang. Program dan Dukcapil
memang ada untuk semua RT dan RW di Kota Pangkalpinang ini,
yang permah kami alami yaitu pelaksanaannya berada di
Kecamatan Gerunggang. Informasi yang disampaikan dalam
Projaga adalah mengenai kewarganegaraan, juga ketentuan untuk
menjadi warga di Pangkalpinang, ini tentunya melalui proses
perpindahan penduduk dari kota asal ke Pangkalpinang. Contoh
pelayanan yang mereka sosialisasikan yaitu pelayanan hari sabtu,
ekslusif mereka melaksanakan kegiatannya sangat cepat sekali,
contohnya pembuatan surat menyurat dilaksanakan dalam waktu
empat jam dari waktu pendaftaran sudah selesai, ini yang One Day
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Service. Waktu saya mengikuti kegiatan itu, cuma miskomunikasi
saja, tapi setelah dijelaskan lebih jelas lagi rupanya mereka juga
paham apa yang dikehendaki oleh Petugas. Saya prbadi belum
pemah, tapi menurut cerita masyarakat ada juga terjadi, dalam hal
syarat yang diperlukan ini kadang-kadang masyarakat kurang
paham. Jadi masyarakat merasakan berbelit-belit, padahal tidak,
dan juga dalam pelaksanaan pembuatan KTP masa lalu memang
ada hambatan, tapi i1 sudah lancar kembali. Hambatannya
masalah peralatan yang digunakan ada trouble, di Kecamatan ada
kesalahan teknis, rusak sehingga alat tidak bisa digunakan, jadi
saat ini terpusat di Dukcapil. Untuk proses pelayanan itu melalui
Jenjang, kalau di RT 9 terus terang saja, apabila masyarakat
memerlukan surat menyurat harus melalui RT terlebih dahulu.
Sehingga administrasi RT berjalan, administrasi Kelurahan juga
berjalan sehingga seluruh sirkulasi administrasi pemerintahan
berjalan.” (Wawancara hari Jumat, tanggal 09 November 2018)

Sedangkan hasil wawancara dengan MP selaku Ketua RW 01

Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan sebagai berikut :

“Ada, sosialisasi dilakukan di kelurahan dan saya ikut. Informasi
yang Dukcapil sampaikan di kelurahan antara lain mengenai akta
kematian, karena selama ini kan warga yang meninggal tidak
melapor, otomatis ketika Pilkada nama mereka muncul kembaii.
Maka di anjurkan Dukcapil setiap warga yang meninggal harus di
urus akta kematiannya. Selain itu juga disarankan bagi yang sudah
berusia 17 tahun harap membuat KTP, bagi yang belum punya
Kartu Keluarga di anjurkan buat Kartu Keluarganya, dan terakhir
ini untuk buat buku nikah. Untuk prosedur pelayanan yang
diberikan petugas saya paham, karena komunikasinya bagus.
Untuk miskomunikasi itu sebenarnya tidak ada, hanya saja dan
Dukcapil im pun kepengurusannya agak lama, seperti KTP kan
seminggu, karena setelah difoto atau direkam kan harus menunggu
di pusat juga, kadang warga ini tidak sabar, karena warga ini tidak
paham. Mereka pikir setelah rekam, cetak dan langsung jadi.
Makanya kami jug kasih arahan ke warga bahwa data-datanya juga
kan harus di kinm ke pusat dahulu. Jadi ini karena masyarakat
kurang paham saja. Saya rasa tidak terjadi kebingungan terkait apa
yang petugas jelaskan, karena cara mereka menerangkan, cara
sosialisasinya bagus. Untuk inkonsistensi, sebenamya tidak lah,
hanya terlambat-terlambat saja. Tapi bukan berarti mereka tidak
konsisten, hanya mungkin karena ada kendala seperti karyawan
Dukcapil sedikit dengan kota Pangkalpinang yang besar.”
(Wawancara hari Sabtu, tanggal 17 November 2018).

Selanjutnya dilakukan juga wawancara ke beberapa warga

yang pernah mendapat layanan dari Petugas layanan di Dinas
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Dukcapil Kota Pangkalpinang, dengan hasil wawancara sebagai

berikut :

Pertama, TA selaku Pelajar yang baru melakukan perekaman

data Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjelaskan bahawa :

“Sejauh ini, belum pernah mendengar Projaga, apalagi ikut
kegiatan sosialisasi. Mungkin saya saja, tidak tahu kalangan
masyarakat lainnya. Namun proses komunikasi petugas ke kami
sudah bagus, begitu juga prosedur layanannya Tidak ada
miskomunikasi dan inkonsistensi. Dan kalau melihat dari cara
petugas melayani, kebijakan yang disampaikan petugas sudah
tepat, akurat dan konsisten. Namun, awal masuknya bingung mau
kemana, tidak ada petugas di depan. Harusnya ada petugas di
layanan informasi agar kami bisa bertanya” (Wawancara
hariSabtu, tanggal 03 November 2018).

Kedua, AY selaku warga Kecamatan Bukit Intan yang
berprofesi sebagai pegawai di Rumah Sakit Umum Kota

Pangkalpinang menjelaskan bahwa :

“Sementara imi belum pernah dengar tentang Projaga dan
sepertinya tidak ada. Yang saya tahu bahwa ada pelayanan di har
Sabtu, tapi saya tidak tahu apakah itw masuk dalam Projaga atau
tidak. Pada saat layanan, komunikasinya bagus dan jelas. Tidak ada
masalah dan tidak terjadi miskomunikasi. Menurut saya apa yang
disampaikan sudah tepat dan jelas, tidak ada masalah. Waktu itu
lancar-lancar saja, yang disampaikan petugas tepat, akurat dan
konsisten. Waktu itu saya mengurus KTP, perubahan KK,
membuat KIA dan akta kelahiran. Untuk prosedurnya, yang jelas
saat saya datang di pintu depan saya di sambut petugas kemudian
ditanyakan mau buat apa, diarahkan ambil nomor antrian dan
duduk untuk menunggu pelayanannya.” (Wawancara harni Jumat,
tanggal 02 November 2018)

Ketiga, RS selaku warga Kecamatan Gerunggang yang
berprofesi sebagai Pegawai Harian Lepas di Dinas Pekerja Umum

menjelaskan bahwa :

“Kalau dari tingkat RT atau RW belum pemnah di sosialisasikan,
karena sibuk kerja mungkin ya jadi waktu di ramah kurang. Kalau
dari saya rasakan belum pernah terjadi miskomunikasi. Kalau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43803.pdf

87

informasi yang sudah disampaikan petugas sudah baik, saya rasa
sudah cukup di serap diterima, Jadi seperti yang saya sampaikan
tadi informasi yang disampaikan pihak Dukcapil sudah lengkap
dan tepat. Apa pun yang saya tanyakan pasti dijawab. Jadi tidak
bingung. Kalau misainya prosedur, misalnya pembuatan KTP, KK,
akta kelahiran itu prosedurnya dari bawah dulu, dan tingkat RT
sampai tingkat Kelurahan, Camat, baru langsung ke Dukcapil.
Kalau untuk prosedur, masih pakai proses, setahun yang laly yang
saya rasakan masth begitu, tidak tahu kalau sekarang. Jadi masih
pakai prosedur yang lama, pakai pengantar. Mungkin kedepan
lebih dipermudah, bisa langsung ke Dukcapil tanpa melalui proses
yang agak panjang.”(Wawancara hari Sabtu, tanggal 03 November
2018)

Ke empat, HN selaku warga Desa Temberan yang berprofesi
sebagai Polisi di Polda Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan

bahwa :

“Saya belaum pemah dengar tentang Projaga Cantik, tapi setahu
saya memang ada pelayanan di hari sabtu. Waktu saya merubah
Kartu Keluarga dan membuat Akta Kelahiran anak, langsung
mendapatkan Kartu Identitas Anak. Tapi saya tidak tahu kalau
ternyata itu program baru dari Dukcapil. Kami tidak pernah dikasih
tahu Ketua RT maupun Ketua RW. Saya mengurus sendiri ke
Dukcapil tanpa perantara Ketua RT.’(Wawancara hari Rabu,
tanggal 19 Desember 2018)

Ke lima, AS selaku warga Kelurahan Selindung Baru yang
berprofesi sebagai Redaktur Media cetak di Babel Pos menjelaskan

bahwa :

“Terakhir ke Dukcapil saya merubah data di Kartu Keluarga,
karena sudah punya anak, sekalian mengurus aka kelahiran anak.
Saat pengambilannya saya diberikan Kartu Identitas Anak juga.
Tapi saya tidak tahu apakah itu termasuk dalam Projaga Cantik.
Hanya saya pernah beberapa kali membaca tentang Projaga Cantik
di koran. Untuk waktu pengambilannya sudah konsisten dan tepat
waktu. Pelayanannya pun sudah bagus, hanya saja tetap perlu di
tambah petugas layanan. (Wawancara hari Kamis, tanggal 20
Desember 2018)

Merangkum dari hasil wawancara diatas, dapat diketabui
bahwa transmisi informasi mengalami distorsi. Informasi hanya

sampai di ranah Ketua RT dan Ketua RW saja. Untuk masyarakat,
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secara detail tidak mengetahwi tentang Kebijakan Projaga Cantik
Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang. Namun, mereka tahu tentang
kegiatan pelayanan di hari sabtu, pelayanan terintegrasi dan
pelayanan One Day Stop. Walaupun mereka tidak mengetahui
tentang Projaga Cantik, tetapi mereka merasakan ada perubahan

layanan yang lebih baik dan sebelumnya.

Miskomunkasi pun pemah terjadi, baik antara sesama
petugas layanan maupun antara petugas dengan masyarakat., Berikut
pernyataan salah satu petugas layanan bagian Operator dan Data

Base atas nama AP mengungkapkan bahwa :

“Contohnya, ttu tadi bila menghadapi orang sakit seperti setres.
Kami dapat info dan Kabid untuk turun ke lapangan han ini untuk
melakukan perekaman. Tetapi setelah kami datang, pihak keluarga
bilang bahwa orangnya belum siap karena tingkat setresnya masih
tinggi.” (Wawancara hari Rabu, tanggal 07 November 2018)

Untuk miskomunikasi di ranah masyarakat, terjadi karena
mereka kurang memahami prosedur dan persyaratan untuk
pembuatan dokumen kependudukan, serta tidak tahu tentang
kendala-kendala yang dihadapi Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang.
Namun, setelah dijelaskan secara rinci, warga pun paham. Berikut
salah satu contoh miskomunikasi antara petugas layanan dengan
masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan MP selaku Ketua

RW 01 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan menjelaskan :

“Miskomunikasi itu sebenarnya tidak ada, hanya saja dan Dukcapil
ini pun kepengurusannya agak lama, seperti KTP kan seminggu,
karena setelah difoto atau direkam kan harus menunggu di pusat
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Jjuga, kadang warga ini tidak sabar, karena warga ini tidak paham,
Mereka pikir setelah rekam, cetak dan langsung jadi. Makanya
kami juga kasih arahan ke warga bahwa data-datanya juga kan
harus di kirim ke pusat dahulu. Jadi ini karena masyarakat kurang
paham saja.” (Wawancara hari Sabtu, tanggal 17 November 2018)

Pada tahap implementasi kebnjakan Projaga Cantik,
ditemukan permasalahan miskomunikasi yang terjadi di ranah
masyarakat maupun antar Kepala Bidang dengan petugas layanan.
Hal ini sebenarnya terjadi karena adanya indikator dalam variabel
komunikasi yang tidak terlaksana dengan semestinya. Sebagatinana
teori Edwards III bahwa ada 3 indikator untuk mengukur
keberhasilan vanabel komunikasi, yaitu tranmisi, kejelasan dan
konsistensi. Dan permasalahan komunikasi yang terjadi dalam
implementas: kebtjakan Projaga Cantik, salah satunya terjadi distorsi
dan ketidak jelasan terkait informasi waktu terbitnya dokumen
kependudukan, Masyarakat berfikir bahwa dokumen kependudukan
seperti E-KTP setelah perckaman data maka langsung cetak.
Masyarakat tidak mengetahui prosedur dan proses setelah perekaman
data. Sehingga informasi seperti ini seharusnya disampaikan oleh
operator bagian perekaman kepada masyarakat. Ataupun informasi
terkait hal seperti ini dapat disampaikan melalui Banner yang bisa di
pajang di ruang tunggu atau antrian. Permasalahan seperti ini juga
pemah terjadi di Dinas Dukcapil di Kabupaten Tana Toraja yang di
ungkapkan dalam penelitian “Implementasi kebijakan retribusi
penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan

Sipil di Kabupaten Tana Toraja”yang di lakukan oleh Wahyudin
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Anwar, Andi Gau Kadir dan Abdul Salam Muchtar pada tahun 2010,
yang mengungkapkan bahwa faktor komunikasi yang terdistorsi juga
menjadi penyebab implementasi program secara umum masih tidak
maksimal. Jadi, variabel komunikasi merupakan hal yang harus

menjadi prioritas dalam implementasi suatu kebijakan.

2. Sumber daya.

Indikator sumber-sumber daya berikut ini, menjadi rujukan
untuk melihat sumber daya yang dimiliki Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang dalam implementasi kebijakan Projaga Cantik.
Indikator sumber-sumber daya (l.eo Agustino, 2014: 151-152),
terdiri dari beberapa elemen, yaitu Staf, informasi, wewenang dan
fasilitas. Ke 4 elemen tersebut tentunya saling berkaitan dalam
rangka pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan yang telah di
susun dalam kebijakan Projaga Cantik. Berikut ini penjabaran dari
indikator sumnber daya yang dimiliki Dinas Dukcapil Pangkalpinang

dalam kebijakan Projaga Cantik, yaitu sebagai berikut :

1) Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah
staf. Jumlah staf di Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang
secara keseluruhan yaitu 56 orang, dengan rincian 24 orang
Aparatur Sipil Negara dan 32 orang Pegawai Harian Lepas
atau Honorer. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang hanya 24
orang tersebut sudah termasuk Kepala Dinas, Kepala Bidang,

Kepala Seksi dan Staf Kepegawaian atau bagian Sekretariat.
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Sehingga sangat lah kurang untuk bagian pelayanan dan
operator tiap-tiap  kegiatan pelayanan yang telah di
rencanakan dalam Projaga Cantik. Untuk itu, dalam rangka
mengantisipasi kegagalan yang sering terjadi dalam
implementasi kebijakan, yang salah satunya disebabkan oleh
karena staf yang tidak mencukupi, tidak memadai, maupun
tidak kompeten dibidangnya. Maka Kepala Dinas Dukcapil
Kota Pangkalpinang melakukan penambahan pegawail atau
staf. Namun itu pun tetap saja masih kekurangan, sehingga
para Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Harian Lepas
atau Honorer harus merangkap dalam melakukan
pekerjaannya.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara terhadap salah satu

Pegawai Harian Lepas atau Honorer atas nama AW :

“Kalau layanan turun lapangan sudah cukup, tapi kalau pelayanan
di kantor masih lumayan kurang, khususnya bidang Capil, masih
banyak kurang. Kerjanya yang merangkap itu sangat melelahkan.
Seperti saya sendin kadang di depan, kadang verifikasi, kadang

administvasi, kadang dokumen. Ya bolak balik gitu lah.”
(Wawancara hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018)

Masih dari keterangan Pegawai Harian Lepas atau Honorer
lainnya atas nama AP yang bertugas sebagai petugas layanan bagian
operator menjelaskan bahwa :

“Belum. Operator yang kurang, seharusnya 1 Kecamatan satu
Operator tapi faktanya sekarang, 7 Kecamatan dengan Operator
cuma 4. Untuk bagian pelayanan saya rasa cukuplah. Operator kan
banyak, Operator Kecamatan, Operator KK, Operator Akta
Kelahiran, Operator Akta Kematian dan perkawinan. Seharusnya
kalau Operatornya satu-satu maka akan lebih mudah.” (Wawancara
hari Rabu, tanggal 07 November 2018)
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Tetapi walaupun jumlah staf masih kekurangan, Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang tetap berupaya memberikan pelayanan
terbaik, dengan cara merangkap tugas dan pekerjaannya. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh SW selaku Kepala Bidang PIAK dan
Pemanfaatan Data, bahwa :

“Belum. Yang tahu persis Kabid Pelayanan. Tapi kalau yang

sebenarnya masih kurang. Dengan jumlah pegawai yang ada, itu

lah yang di berdayakan dan dimaksimalkan. Contohnya di rungan

i, satu Kabid dan tiga Kasi, tidak ada staff. Jadi semua harus

turun menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Misalnya pas lagi ada kerjaan, ya berhenti dulu dan melayani

masyarakat dulu. Jadi strukturnya tidak sehat. Kami baru saja

punya 1 staff, tapi itu pun Pegawai Haman Lepas (PHL).”

(Wawancara hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018)

Selain jumlah staf, elemen lain yang merupakan faktor
penting dalam implementasi kebijakan yaitu keahlian dan
kemampuan sumber daya manusianya. Tentunya yang diharapkan
adalah pegawai atau staf yang berkompeten di bidang dan tugasnya
masing-masing. Menurut AR selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang bahwa selaku Pimpinan, i1a sudah menempatkan
pegawainya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini
sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara berikut ini :

“Saya rasa sudah. Maka dari itu, penempatan pegawai misalnya

untuk pelayanan di depan saya tempatkan yang berpendidikan

Sarjana dengan harapan mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa

yang jelas dan sopan, Operator yang Diploma, petugas pencatat
dan pengantar cukup SMA.” (Wawancara hani Senin, tanggal 22
Oktober 2018)

Namun demikian, menurut salah satu informan yang

diwawancarai, yaitu AP selaku Petugas layanan bidang Operator dan
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data base merasa bahwa dirinya belum berkompeten dalam bidang
tugasnya, hanya saja karena tuntutan tugas maka dipaksakan untuk
mampu
“Belum. Misalnya seperti saya bagian administrasi Data Base,
harusnya S1 tapi saya D3. S} itu untuk pengolahan data, skrip,

semua, jaringan. Sebenarnya kita dipaksakan untuk mengerti dan
harus.” (Wawancara hari Rabu, tanggal 07 November 2018)

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan AT selaku
petugas layanan bagian operator yang mengungkapkan bahwa :
“Belum sangat mahir lah tapi sudah terbiasa, yang penting ada
kemauan. Kalau pengen tahu dan mau mencoba hal-hal yang baru,
pasti bisa. Terkait kebijakan, belum menguasai karena beliau lah
pejabat yang punya kuasa, kalau kata beliau sudah di ACC dengan

Kabid dan Kasi ya kami buat.” (Wawancara hari Rabu, tanggal 07
November 2018)

Permasalahan yang dihadapi oleh pegawai seperti AP dan AT
tersebut, tentunya disikapi oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang. Upaya untuk meningkatkan kemampuan Sumber
daya Manusia dilakukan dengan mengadakan kegiatan pembekalan
bagi seluruh pegawai di Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, baik
bagi Aparatur Sipil Negara maupun Honorer. Hal ini dalam rangka
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung Projaga
Cantik.

Berikut hasil wawancara dengan AR selaku Kepala Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Ketua Tim
Kreasi dan Inovasi :

“Tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober ini akan diadakan Bimtek
Service Excelent untuk semua pegawai. Sebelumnya belum ada.
Semua hal, kalan untuk Projaga mereka sudzh tahu jadi tinggal
memperkuat. Yang saya kejar ke panitia adalah standard perilaku
ideal, sehingga ada pedoman perilaku yang harus dipraktekkan
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dalam kehidupan sehari-han.” (Wawancara hari Senin, tanggal 22
Oktober 2018)

Edwards III juga mengungkapkan bahwa, faktor penunjang
lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja, kemampuan dan hasil yang
diharapkan yaitu Standar Operating Prosedur (SOP) dan Tugas Pokok
fungsi (Tupoksi). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang
Nomor 24 Tahun 2009, Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang mempunyai
tugas pokok melakukan sebagian urusan pemerintahan dibidang
kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan
perbantuan, serta mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis
lingkup kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan
pencatatan sipil, pengelolaan data penduduk, melaksanakan pelayanan
teknis administratif dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Begitu juga dengan
SOP, telah di susun secara baku oleh Tim Kerja Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2017, yang berjumlah sembilan
orang panitia pelaksana kegiatan penyusunan SOP Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang. Untuk itu, tentunya dalam implementasi Projaga Cantik
ini, diharapkan para petugas sudah bekerja sesuai dengan Standar
Operating Prosedur (SOP) dan tugas pokok fungsinya masing-masing.
Dari hasil wawancara dengan AR selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang yang juga merupakan Ketua Tim Kreasi dan Inovasi

menjelaskan bahwa :
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“Saya rasa 1lya, barangkali adalah yang satn dua. Apalagi yang
datang ke ruangan ini tidak pakai SOP. Misalnya mau cetak KTP 2
menit selesai. Secara prosedur tetap, cetak dulu setelah cetak
berkas baru jalan dari depan sana. Jadi kita bekerja dengan gaya
spiral, tengah belum selesai, balik lagi ke bawah, dari bawah naik
lagi ke atas. Gitu gaya kerja kita, karena pelayanan yang kita
berikan int kan non fisik. Jadi berpikir spiral itu ya lentur, prosedur
tetap jalan tapi mana yang didahulukan.” {Wawancara hari Senin,
tanggal 22 Oktober 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh HS selaku Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil yang mengungkapkan bahwa :

“Kalau kami sudah sesuai SOP, tapi kadang ada lah ya yang tidak

sesuat SOP. Seperti misalnya ada beberapa warga yang langsung

ke Kepala Dinas dan kebijakan Kepala Dinas, agar warga tersebut

segera di bantu untuk diterbitkan dokumennya.” {Wawancara
hariSenin, 22 Oktober 2018)

Kemudian, dalam rangkaian pelaksanaan implementasi
kebijakan, tentunya harus di iringi dengan evaluasi kinerja para
implementator dengan harapan dapat memperbaiki kekurangan yang
terjadi pada saat kegiatan pelayanan dilaksanakan. Hal ini pun telah
dilakukan oleh Tim Kreasi dan Inovasi Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AR selaku
Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang yang juga merupakan
Ketua Tim Kreasi dan Inovasi :

“Mereka masing-masing ada kontrak, kita nilai, ada raportnya. Ada

evaluasi proses yang berjalan tiap hari, tiap minggu, ada evaluasi

hasil. Cuma kadang evaluasi tidak tercatat, liat situasi, evaluasi
proses ya kita kwnpulkan kita briefing. Kalan evaluasi hasil
ditaksanakan tiap tahun, mercka punya raport yang berpengaruh
terhadap sistem penilaian kinerja. (Wawancara hari Senm, tanggal
22 Oktober 2018)

Hal ini pun sama seperti yang disampaikan oleh SP selaku

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk bahwa :
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“Ada, misalnya di bidang saya mercka harus membuat laporan
setiap han dan petugas, dan untuk penilaian kinerja mereka juga,
Dan setiap 3 bulan sekali ada penilai kinerja mereka.”(Wawancara
hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018)

Namun pelaksanaan evaluasi kinerja para implementator
Projaga Cantik ini tidak rutin, hanya pada saat tertentu saja ketika
ditemukannya permasalahan dalam pelayanan. Sistem dan proses
evaluasi kinerjanya ada yang dilakukan oleh masing-masing Kepala
Bidang dan ada juga yang langsung di sampaikan oleh Kepala Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang selaku Ketua Tim Kreasi dan Inovasi.
Seharusnya kegiatan analisa dan evaluasi Projaga Cantik, harus
diagendakan secara rutin minimal satu bulan sekali agar adanya
komunikasi yang intensif antara Tim Kreasi dan Inovasi dengan
petugas layanan seperti penyampaian laporan perkembangan terkait
pelayanan, laporan terkait apabila ditemukannya permasalahan dan
kendala selama implementasi kebijakan Projaga Cantik. Dengan
adanya laporan rutin, maka permasalahan yang ada dapat di analisa
dan di evaluasi oleh Pengambil Kebijakan dalam hal ini Tim Kreasi

dan Inovasi Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang.

2) Informasi ; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai
dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara
melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang
harus mereka lakukan disaat mereka diben penintah untuk
melakukan tindakan. Terkait hal ini, implementator kebijakan yaitu
para petugas layanan sudah melaksanakan kebijakan dan perintah

yang diberikan oleh masing-masing Kepala Bidangnya sesuai
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dengan arahan Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang.
Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu petugas layanan atas
nama AW yang melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan
arahan Kepala Bidangnya masing-masing vaitu :

“Kalau awal mau turun kan ada sosialisasi, kita undang Kepala
Sekolah kalau kegiatannya di sekolah. Kita panggil seluruh Pak
RT, seluruh Kelurahan, Kecamatan, kita panggil perwakilannya 2
orang. Intimya kita sampaikan kegiatan yang akan kita laksanakan
dan tujuannya apa. Ada juga lewat Pamflet.” (Wawancara hari
Senin, tanggal 22 Oktober 2018)

Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para
pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah
ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang
terhbat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap
hukum. Untuk melihat kepatuhan para Implementator, maka masing-
masing Kepala Bidang mewajibkan para pegawainya khususnya
petugas di bagian pelayanan dan operator untuk membuat laporan
secara berkala. Hal ini sebagaimana seperti yang disampaikan oleh
SP selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

“Ada, misalnya di bidang saya mereka harus membuat laporan
setiap hari dari petugas, dan untuk penilaian kinerja mereka juga.

Dan setiap 3 bulan sekali ada penilai kinerja mereka.”(Wawancara

hari Sabtu, 20 Oktober 2018)

Laporan yang dibuat para pegawai seperti Petugas Layanan,
Operator maupun Staf, memiliki fungsi sebagai bahan laporan terkait
kinerja, yang dilaporkan ke masing-masing Kepala Bidang untuk
dinilai dan diteruskan ke Kepala Dinas Dukcapil Kota

Pangkalpinang. Tidak ada bedanya antara Aparatur Sipil Negara
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maupun Pegawai Kontrak, keduanya memilki kewajiban untuk patuh
terhadap aturan yang berlaku di Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang
dan berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas yang
fungsinya sebagai Sistem Manajemen Kinerja. Bagi yang kinerjanya
buruk maka akan dipanggi! dan mendapatkan teguran maupun surat
peringatan. Terlebih lagi untuk para Pegawai Kontrak, apabila
laporan kinerjanya buruk, dampaknya vaitu tidak dilakukan
perpanjangan kontrak kerja.

3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar
perintah dapat dilaksankan. Kewenangan merupakan otoritas atau
legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan
para implementator dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat
menggagalkan proses implementasi kebijakan. Berkenaan dengan
hal tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang telah
mempersiapkan surat tugas bagi petugas layanan dan para petugas
operator yang akan turun ke lapangan. Contohnya yaitu surat tugas
Nomor : 800 / 13623 / DISDUKCAPIL/ V / 2018 tanggal 10 Mei
2018 tentang pelaksaaan kegiatan pemutakhiran dokumen akta
pencatatan sipil. Yang menugaskan 25 orang pegawainya untuk
melaksanakan tugas pelayanan keliling akta pencatatan sipil ke
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Kelurahan dengan tugas
mendata, memverifikasi, dan memberikan hasil pendataan berupa

dokumen akta pencatatan sipil. Selain untuk petugas yang turun ke
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lapangan, petugas yang ada di kantor pun melaksanakan tugasnya
dan penempatannya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang. Kemudian, selain surat tugas juga
dibuatkan surat perjanjian kontrak kerja yang di tandatangani di awal
tahun, baik bagi Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Harian
Lepas atau Honorer.

4) Fasilitas ; fasilitas fistk juga merupakan faktor penting dalam
implementast kebijakan. Implementator mungkin memiiiki staf yang
mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki
wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya
fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi
kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Berkaitan dengan hal
tersebut, tidak bisa dipungkin bahwa sarana prasarana menjadi
fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk kelancaran implementasi
Projaga Cantik. Dari 9 kegiatan layanan Projaga Cantik, yang
terealisasi hanya 4 yaitu pelayanan One Day Stop, Survet Kepuasan
Masyarakat, Pelayanan tambahan hari Sabtu, dan Pelayanan
Terintegrasi. Yang belum terealisasi sama sekalh yaitu pelayanan
melalaui sistem On Line, pelayanan melalui Cetak Transaksi
Mandiri, pelavanan akta kelahiran di tempat melahirkan, pelayanan
akta perkawinan di tempat perkawinan dan yang pernah terlaksana
namun belum maksimal yaitu pelayanan Door To Door. Hal im
dikarenakan adanya kendala yang dihadapi Dinas Dukcapil Kota

Pangkalpinang, diantaranya alat-alat yang sudah lama, sehingga
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banyak yang rusak, alat perekaman data dan server banyak yang
mengalami kerusakan dan yang bisa digunakan saat ini hanya yang
ada di Kecamatan Gabek dan Kantor Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang, sedangkan di 6 Kecamatan lainnya sudah rusak
semua, schingga tidak bisa digunakan lagi. Padahal idealnya paling
tidak di Kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang harus memiliki
2 Server, agar apabila rusak masih ada cadanganya. Sarana prasarana
lainnya yang belum tersedia seperti peralatan atau mesin untuk
pelayanan melalui sistem On Line, begitu juga peralatan atau mesin
untuk pelayanan melalui Cetak Transaksi Mandirt.

Sama seperti penelitian-penelitian terdahulu, variabel sumber
daya menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Diantaranya
penelitian “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan” yang dilakukan oleh Suherry
pada tahun 2016 yang kesimpulannya bahwa dalam pelaksanaannya
tidak seperti yang diharapkan dan terkendala oleh ketersediaan
pegawat yang berkompeten dan sarana prasarana kerja yang tidak
memadai. Begitu juga dengan penelitian terdahulu yang berjudul
“Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan
Kotamobagu Selatan” vyang dilakukan oleh Tka Indnana, Sarah
Sambiran dan Neni Kumayas pada tahun 2018 yang kesimpulannya
bahwa pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di

Kotamobagu terkendala jumlah tenaga kesahatan yang cuma satu
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orang pada puskesmas Kotamobagu, tidak adanya anggaran program
KB dan alat kontrasepsi terkadang tidak tersedia. Dari 2 penelitian
terdahulu tersebut juga memilki kesamaan kendala seperti yang
dihadapi oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang dalam
unplementast Projaga Cantik. Indikator-indikator sumber daya yang
memiliki keterbatasan diantaranya jumlah staf yang kurang, keahlian
symber daya manusianya, fasilitas fisik atau sarana prasarana yang
rusak, kurang, bahkan belum tersedia. Idealnya, memamg indikator-
indikator tersebut harus ada dan siap dalam rangka untuk mencapai
tujuan dari implementasi kebijakan Projaga Cantik. Namun, apabila
harus menunggu lengkapnya sarana prasarana, mencukupinya
jumlah staf maka kebijakan tidak bisa dijalani. Untuk itu, sebagai
pengambil kebijakan apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas
Dukcapil sudah benar dan baik. Dengan memberdayakan pegawai
yang ada saat ini, walaupun harus rangkap tugas atau pekerjaan dan
mengusahakan adanya pelatthan atan bimbingan teknis untuk
meningkatkan kinerja maupun mutu pelayanan dalam rangka
mendukung implementasi kebijakan Projaga Cantik. Selanjutnya
untuk sarana prasarana maupun biaya operasional tentunya harns
tetap diusahakan dengan melakukan koordinasi kepada Pemerintah
Kota Pangkalpinang maupun DPRD Kota Pangkalpinang, agar 5
kegiatan pelayanan dalam Projaga Cantik dapat segera

direalisasikan, sehingga dapat menmgkatkan kepuasan masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43803.pdf

102

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil Kota

Pangkalpinang dalam mendapatkan hak dokumen kependudukannya.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Jika implementasi kebijakan Projaga Cantik ingin efektif,
maka para pelaksana kebijakan dalam ha! ini Tiin Kreasi dan
Inovasi, serta petugas layanan harus mengetahui apa yang akan
dilakukan dan juga harus memiliki kemampuan untuk
melaksanakannya, schingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-
hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut
George C. Edwards 1II dalam (I.eo Agustino, 2014: 152-153) adalah
pengangkatan birokrat dan insentif.

Pertama, Pengangkatan birokrat akan menimbulkan
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan
bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang
diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Dalam implementasi
kebijakan Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang.
Secara birokrasi, semua unsur yang ada mulai dan Kepala Dinas,
Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf bagian Sckretanat, Petugas
Layanan dan Operator dapat bekerjasama dalam menjalankan
kebijakan Pimpinan, terkait implementasi Projaga Cantik ini.
Kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan yang diberlakukan oleh
Kepala Dinas selaku Pimpinan dalam instansi Dinas Dukcapil Kota

Pangkalpinang berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada
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permasalahan ataupun komplain dari pegawainya. Misalnya seperti
adanya rangkap fugas dan pekerjaan karena faktor kurangnya
pegawai. Jadi semuanya sudah terintegrasi dengan baik.
Permasalahan yang berkaitan dengan wvariabel Disposisi
(Sikap Pelaksana) yaitu ketidakpatuhan dalam menjalankan
kebijakan yang diinginkan pejabat tinggi, pernah juga terjadi dalain
proses implementasi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten
Malang, yang diketahui dari penelitian terdahulu yang berjudul
“Implementasi  Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS  (Studi
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Malang™ yang dilakukan
oleh Sylfia Rizzana pada tahun 2017 dengan hasil kesimpulan bahwa
kepatuhan dan kerjasama semua Stake Holder dalamm menjalankan
kebijakan masih tampak kurang, walaupun sudah berulang kali
dijelaskan bahwa permasalahan HIV/AIDS merupakan permasalahan
kompleks yang membutuhkan kerjasama banyak Stake Holder,
sehingga terjadilah Bad Implementation. Sama dengan penelitian
yang dilakukan oleh Rina Setyati dan Warsito Utomo yang berjudul
“Implementasi Kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan
Perumahan Kota Banjarbaru” yang dilakukan pada tahun 20135,
dengan kesimpulan bahwa ada berbagai tindakan ketidaktaatan yang
dilakukan oleh Pengembang terhadap kebijakan Ruang Terbuka

Hjau (RTH) dan tidak tersedianya RTH. Ketidaktaatan imi adalah
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faktor tidak mematuhi hukum selektif, ekonomi dan kepentingan
pribadi atau organisasi.

Dalam 2 penelitian implementasi kebijakan diatas, terjadinya
ketidakpatuhan saat menjalankan kebijakan yang diinginkan pejabat
tinggi. Namun hal ini tidak terjadi di Dinas Dukcapil Pangkalpinang
dalam implementasi kebijakan Projaga Cantik, sehingga dapat
dikatakan bahwa para implementator dari Projaga Cantik telah
melaksanakan indikator kepatuhan terhadap kebijakan yang
diinginkan Pimpinan yang merupakan varabel diposisi (Sikap
Pelaksana). Sehinga hal ini menjadi salah satu kekuatan bagi Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang untuk mendukung implementasi
kebijakan Projaga Cantik.

Kedua, Insentif, Edwards III menyatakan bahwa salah satu
teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan
para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena
itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan inereka
sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan
mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara
menambah keuntungan atau biaya tertentu, mungkin akan menjadi
faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan
melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya
memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Berkaitan dengan hal
ini, Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang berupaya

memberikan insentif bagi semua pegawainya yang melaksanakan
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tugas pelayanan tambahan hari Sabtu. Sumber anggaran yaitu berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah
Kota Pangkalpinang, yang nominalnya disesuaikkan dengan
tanggungjawab kerja, kepangkatan dan golongannya.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan AR selaku
Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang yang juga merupakan
Ketua Tim Kreasi dan Inovasi bahwa :

“Setiap hari sabt lembur. Walaupun mereka kerja delapan jam ya

tetap kita bayar. Walaupun cuma bayar empat jam. Karena cuma

itu yang ada. Anggarannya dari APBD, Dengan nominal, Honorer
sekitar 500 sampai 600 ribu. Untuk yang PNS juga ada, tapi beda-

beda.” (Wawancara hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018)

Selan 1tu, dilakukan wawancara dengan HS selaku Kepala
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang mengungkapkan bahwa

“Uang insentif ada, besaran pembayarannya sesuai jabatan dan

tanggung jawab kerja. Untuk pembaran pegawai yang kerja di han

sabtu, yang termasuk Projaga itu. Pimpinan mengusahakan

anggaran lembur dan APBD” (Wawancara hari Senin, tanggal 22

Oktober 2018)

Kemudian untuk meyakinkan apakah memang benar ada
insentif yang diusahakan oleh Pimpinan untuk pegawai yang
melaksanakan tugas pelayanan di hari sabtu, maka dilakukan
wawancara ke petugas layanan yaitu AW yang mengungkapkan
bahwa

“Ada, anggaran dari DPRD. Tapi besarannya beda-beda, Saya

sebulan sekitar 500 sampai 600 ribu. Maunya ya dapat uang

lembur gini lah, kan hari sabtu seharusnya libur seperti instansi
lain. Tapi karena adanya program pelayanan har sabtu, kita
jadinya kerja, yang waktunya seharusnya untuk keluarga. Kalau

gak ada uang lembur mana maulah”. (Wawancara hari Senin,
tanggal 22 Oktober 2018)
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Berdasarkan hasil wawancara, terbukti teori Edwards I1I yang
menyatakan bahwa memanipulasi insentif oleh para pembuat
kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dan
dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin
akan memjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana
kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Berdasarkan hasil
wawancara, baik para Kabid maupun petugas layanan sangat senang
dengan adanya insentif yang diusahakan oleh Kepala Dinas Dukcapil
Kota Pangkalpinang dan ini sangat berpengaruh terhadap semangat
kerja mapun kinerja, karena adanya perhatian dan Pimpinan. Kepala
Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang yang menamakan uang insentif
ini sebagai uang Make Up pun mengungkapkan bahwa ini sebagai
pemantik bagi pegawainya untuk lebih semangat dalam memberikan

pelayanan terbaik untuk masyarakat.

4. Struktur Birokrasi.

Menurut Edwards IIT dalam (Leo Agustino, 2014; 153-154),
bahwa walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu
kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa
yang scharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk
melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak
dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam
Struktur Birokrasi. Kebtjakan yang begitu kompleks menuntut
adanya kerjasama banyak orang, ketika Struktur Birokrasi tidak

kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal im1 akan
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menyebagiankan sumber daya - sumber daya menjadi tidak efektif
dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana
sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah
diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan
baik.

Dalam ranah implementasi Projaga Cantik, Struktur Birokrasi
yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan dan penerima
kebijakan. Dalam implementasi kebijakan Projaga Cantik kerjasama
antara Tim Kreasi dan Inovasi serta petugas layanan sebagai
implementator kebijakan sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat
dan adanya koordinasi antara Kepala Dinas dengan para Kepala
Bidang, serta koordinasi antara Kepala Bidang dengan Kepala Seksi
dan petugas layanan. Jadi walaupun mengalami kekurangan jumlah
pegawai dan rangkap tugas, tidak terdapat kelemahan dalam Struktur
Birokrasi. Selain itu, koordinasi antara Dukcapil dan birokrat
setingkat diatasnya juga sudah terlaksana.

Salah satu yang dilakukan Tim Kreasi dan Inovasi agar
program tetap berjalan dan sebagai wujud dukungan terhadap
kebijakan yang telah diputuskan adalah dengan selalu berkoordinasi
antar pengambil kebijakan dengan implementator, maupun dengan
Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang.
Sehingga adanya dukungan dari DPRD Kota Pangkalpinang seperti
disetujuinya anggaran lembur, sehingga program pelayanan

tambahan han sabtu dapat terlaksana.
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Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan SW selaku
Kepala Bidang PTIAK dan Pemanfaatan Data bahwa :

“Pastinya dukung, bentuk dukungannya seperti support anggaran
lembur. Sehingga berjalanlah program pelayanan hari sabtu, Untuk
Pemkot, PLT Walikota sudah pemah kirim surat untuk
penambahan alat-alat, server dan sebagainya sesuai kebutuhan.
Tapi saat mau eksekusi, karena keterbatasan dana ya mental lagi.
Jadi harus bersabar, tapi kan kita gak tahu yang menjadi prioritas
Pemerintah Kota itu apa. Jadi kita tidak tahu, apa pendekatan dari
Dukcapilnya yang kurang, karena proses penganggaran untuk
APBD sudah di plot oleh TAPD, misalnya Dukcapil hanya sekian.
Sepanjang yang sudah kam lalui, karena kondisi anggaran PAD
Pangkalpinang memang kecil, belum Iagi ada program
pembangunan rumah sakit umum, jadi otomatis anggaran untuk
seluruh dinas “hidup segan mati tak mau”, Prinsipnya Pemerintah
Kota pasti mendukung apalagi untuk perbaikan pelayanan, cuma
karena kondisi PAD Kota Pangkalpinang memang kecil, kemudian
ada Program Pemerintah yang menjadi prioritas, memang sudah di
tentukan Pagu masing-masing Dinas.” (Wawancara hani Sabtu,
tanggal 20 Oktober 2018)

Bentuk dukungan lainnnya dari  Pemerintah Kota
Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang yaitu disetujuinya
pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk seluruh
pegawai Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, baik bagi Aparatur
Siptl Negara maupun Honorer yang dilaksanakan pada tanggal 24
Oktober sampai dengan 26 Oktober 2018 di Hotel Sahid Bangka.
Tujuan Bimtek tersebut yaitu untuk meningkatkan pelayanan yang
efektif, efisien, dan berkelanjutan. Serta diharapkan setelah Bimtek,
para petugas layanan dapat menerapkan Standard Penlaku Ideal
yang dijadikan pedoman dalam pelayanan publik.

Upaya untuk saling berkoordinasi dan kerjasama antar
pengambil  kebijakan,  implementator, Pemerintah  Kota

Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang ini bisa menjadi
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contoh bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kotamobagu
Selatan. Karena dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ika
Indriana, Sarah Sambiran dan Neni Kumayas pada tahun 2018
dengan judul penelitian “Implementasi Program Keluarga
Berencana di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kotamobagu”
mengungkapkan bahwa kurangnya kerjasama, koordinasi dan
sosialisasi  dalam  pelaksanaan  Program KB, sehingga
implementasinya tidak maksimal. Begitu juga dengan penelitian
yang dilakukan oleh Sylfia Rizzana pada tahun 2017 dengan judul
penelitian “Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS
(Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Malang”,
mengungkapkan  hasil  bahwa  implementasi  kebijakan
penanggulangan HIV/AIDS salah satunya terkendala karena kurang
terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik dari Stake Holder.
Jadi untuk Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang yang saat ini terus
berupaya dalam mengimplementasi kebijakan Projaga Cantik, bahwa
harus terus diupayakan adanya kerjasama dan koordinasi yang
berkelanjutan baik  antara pengambil kebijakan  dengan
implementator, maupun ke Stake Holder lainnya seperti Pemerintah
Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang, agar tidak
terjadi bad implementation seperti penelitian terdahulu terkait
implementasi kebijakan yang ada di Kotamobagu Selatan dan

Kabupaten Malang.
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Dua karakteristik, menurut Edwards III yang dapat
mendongkrak kinerja Struktur Birokrasi/Organisasi ke arah yang
lebih baik, yaitu ;

1. Melaksanakan Standard Operating Prosedures (SOP).

SOP adalah suatu kebijakan rutin yang memungkinkan para

pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatannya pada tiap harninya sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
2. Melaksanakan fragmentasi.

Pelaksanan  fragmentasi adalah upaya penyebaran

tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai

diantara beberapa unit kerja.

Dani 9 kegiatan pelayanan yang merupakan perwujudan
Projaga Cantik, sudah terlaksana 4 kegiatan yaitu pelayanan One
Day Stop, Survei Kepuasan Masyarakat, pelayanan tambahan hari
sabtu, dan pelayanan terintegrasi, idealnya dilaksanakan dengan
berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah
disusun oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Lingkup Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang.
Dalam SOP tersebut, dijabarkan secara lengkap dan rinci terkait
tugas pokok dan fungsi Dinasl Dukcapil Kota Pangkalpinang
berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun
2016 bagian ke 10. I dalam SOP yang di susun dan ditandatangani

oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang selaku Pengarah
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dalam Panitia pelaksana kegiatan penyusunan SOP tahun 2017
tersebut, dijabarkan mulai dan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas,
Sekretaris, Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Bidang
pelayanan pencatatan sipil, Bidang PIAK dan pemanfaatan data.
Selain itu juga, dalam SOP dijabarkan pula lembar kerja identifikasi
kegiatan, uraian prosedur pengurusan dokumen, sampai dengan
pengambilan dokumen. Pertanyaanya adalah, apakah kegiatan
pelayanan dalam Projaga Cantik tersebut sudah diimplementasikan
berdasarkan SOP ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan AW selaku petugas
layanan bidang Pencatatan Sipil mengungkapkan bahwa

“SOPnya ada, bukunya tebal sekali dan prosedurnya juga panjang.

Sepertinya saat ini lebih banyak diambil alih langsung oleh Kepala

Dinas yang mengambil kebijakan. Agar dokumen cepat keluar”

(wawancara hari Semin, tanggal 22 Oktober 2018)

Berikut hasil petikan wawancara dengan SW selaku Kepala
Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terkait pelaksanaan Projaga
Cantik berdasarkan SOP

“Hampir, ada beberapa hal yang belum sesuai SOP tapi minimal

mengarah ke SOP dan produk yang dikeluarkan sesuai SOP. Dan

Dukcapil Pangkalpinang sudah pemnah dapat 1SO terkait

pelaksanaan SOP” (Wawancara hari Sabtu, tanggal 20 Oktober
2018)

Pernyataan ini pun di perkuat dengan hasil wawancara
dengan AR selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang

“lya, untuk pegawai sudah sesuai SOP. Yang tidak sesuai SOP ya
saya. Misalnya seperti yang langsung datang ke ruang saya secara
langsung, tapi ini karena ada pertimbangan lain. Tapi itu untuk
mempermudah. Itu biasa lah dalam birokrasi. SOP sudah ada,
cuma terlalu panjang. Ada beberapa Siep, jadi sudah saya minta
perbaiki di bidang-bidang. Itu lah yang memakan waktu dan
mengganggu program. Jadi saya tambahkan Program Semedi saja,
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Sejam mesti jadi, untuk beberapa dokumen seperti KTP, KIA dan
KK.” (Wawancara hart Senin, tanggal 22 Oktober 2018)

Dalam pelaksanaannya, terkadang tidak sesuai dengan SOP.
Itu pun diakui oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang.
Tetap: tujuannya adalah untuk membantu dan mempermudah proses
pelayanan agar masyarakat merasa puas.

Kemudian indikator ke 2 dalam variabel Struktur Birokrasi
menurut teori. Edwards III yaitu melaksanakan fragmentasi yang
merupakan indikator dalam mendongkrak kinerja Struktur Birokrasi
yaitu dengan penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau
aktivitas pegawai, seperti pembagian kerja ke para Kepala Bidang
dan Kepala Seksi. Dalam implementasi kebijakan Projaga Cantik ini,
fragmentasi hanya di ranah tingkat Kepala Bidang dan Kepala Seksi
saja. Namun untuk para implementator seperti petugas layanan,
fragmentasi masih terkendala jumlah petugas layanan schingga
terjadinya rangkap tugas dan pekerjaan.

Berikut ini hasil wawancara dengan Tim Kreasi dan Inovasi
yang menerangkan bahwa fragmentasi telah terlaksana dengan baik.
Pertama, menurut SP selaku Tim Kreasi dan Inovasi yang menjabat
sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
mengungkapkan bahwa :

“Dalam 9 kegiatan Projaga ini, ada pembagian tanggungjawab

kegiatan, misalnya pembagian kerja ke para Kabid-Kabid”
(Wawancara hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018)
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Yang kedua, hal ini juga sebagaimana yang diungkapkan oleh
HS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang juga Tim
Kreasi dan Inovasi bahwa :

“Sudah, terbagi-bagi dalam bidang-bidang yang ada di Dukcapil.

Ada 3 bidang seperti pendaftaran penduduk, bidang pencatatan

sipil, bidang pusat pengolahan data”. (Wawancara hari Senin,
tangpal 22 QOktober 2018)

Selain itu juga, diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas
Dukcapil yaitu AR yang mengungkapkan bahwa :

“Kita bagi habis untuk tugas. Sudah ada perannya masing-masing.

Saya kasih disposisi ke masing-masing Kabid”. (Wawancara hari

Senin, tanggal 22 Oktober 2018)

Selanjutnya, benikut imi hasil wawancara dengan petugas
layanan yang mengungkapkan bahwa untuk para implementator
seperti petugas layanan, fragmentasi masih terkendala jumlah
petugas layanan sehingga terjadinya rangkap tugas dan pekerjaan.

Wawancara dengan petugas layanan yaitu AW
mengungkapkan bahwa :

“Bagaimana mau upaya, pegawainya saja kurang, jadi mau tidak

mau kerjaan harus merangkap. Pun kalau mau mengajukan

pegawai kendalanya masalah anggaran. Anggaran Pemkotyang
terbatas sehingga  kerjaan kami harus merangkap. Jadi ya

penyebaran tanggung jawab masih terkendala jumlah pegawat
yang kurang”.(Wawancara hari Senin, tanggal 22 Oktoher 2018)

Petugas layanan lainnya yaitu AP juga mengungkapkan
terkait fragmentasi yang belum terlaksana di tingkat implementator,
bahwa :

“Pembagian tugas pasti ada, misalnya terkait Projaga, bagian

pelayanan, bagian operator, bagian informasi. Tetapi operator yang

kurang, seharusnya satu Kecamatan satu Operator tapi faktanya

sekarang, tujuh Kecamatan dengan operator cuma empat. Operator
kan banyak, operator kecamatan, operator kk, operator akta
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kelahiran, operator akta kematian dan perkawinan. Secharusnya
kalau operatomya satu-satu maka akan lebih mudah”. (Wawancara
hari Rabu, tanggal 07 November 2018)

Belum terlaksananya fragmentasi di ranah implementator
yang merupakan indikator ke 2 dalam vanabel Struktur Birokrasi
menurut teori Edwards III ini, menyebabkan kinerja pada Struktur
Birokrasi Dinas Dukcapi! Kota Pangkalpinang tidak bisa maksimal,
karena penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas
pegawar terkendala oleh jumlah petugas layanan dan operator.
Ditambah lagi dengan kondisi adanya petugas-petugas layanan yang
tidak mau di pindah tugaskan atau mutasi ke bidang lain karena
merasa sudah nyaman di tugas dan bidangnya saat ini. Sehingga sulit

bagi Kepala Dinas untuk melaksanakan mutasi internal,

Sementara untuk SOP, dalam implementasi kebijakan
Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, ternyata belum
sesuai SOP karena faktor prosedur yang terlalu panjang dan syarat
pengajuan dokumen yang sulit untuk dipenuhi warga. Sehingga
Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang mengambil kebijakan
untuk tidak menerapkan SOP, jadi warga diberi kemudahan yang
tujuannya untuk membantu warga agar cepat dalam mendapatkan
hak dokumen kependudukannya. Namun ini hanya berlaku untuk
beberapa dokumen saja seperti Kartu Keluarga, Kartu Identitas
Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan cetak ulang EKTP yang
rusak atau hilang dengan catatan warga tersebut sudah pernah

melakukan perekaman data, Sementara untuk penelitian terdahulu,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43803.pdf

115

dari 7 penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada Bab II, tidak
ada yang membahas secara rinci terkait SOP dan fragmentasi.
Sehingga kedepan diharapkan agar penelitian serupa terkait
implementast kebijakan, agar menganalisa 2 karakteristik ini (SOP

dan Fragmentasi).
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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan terkait Implementasi Kebijakan Projaga Cantik
Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, berikut kesimpulan dan saran yang dapat

disampaikan :

A. Kesimpulan

Berikut imi kesimpulan yang dapat disampaikan berkaitan dengan
Implementasi kebijakan Projaga Cantik [inas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkalpinang, yaitu :

1. Dalam pandangan George C. Edwards III yaitu teori implementasi
kebijakan, ada 4 vanabel untuk mengungkap keberhasilan proses
implementasi kebijakan Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur
Birokrasi. Dengan hasil bahwa dalam implementasinya, kebijakan
Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang belum berjalan
secara maksimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang
mempengaruhi 1mplementasi kebijjakan Projaga Canttk yang belum
terlaksana secara efektif dan efisien. Namun demikan, inovasi yang
disusun oleh Tim Kreasi dan Inovasi Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang
ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak dokumen
kependudukannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Projaga Cantik

Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang berdasarkan 4 variabel yang menjadi

116

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43803.pdf

117

syarat utama dalam mengungkapkan keberhasilan proses implementasi
dalam pandangan George C. Edwards Ifl yaitu faktor komunikasi,
ditemukan bahwa informasi terkait Projaga Cantik ternyata terdistorsi,
sehingga kadang terjadi miskomunikasi antar pegawai dan antar
masyarakat dengan pegawai, kemudian faktor sumber daya yang kurang
mendukung seperti jaringan internet, server, listrik, petugas layanan yang
kurang, sulitnya melakukan mutasi internal karena pegawai yang sudah
nyaman di bidangnya tidak berkenan untuk dimutasi ke bidang fain.
Walaupun jumlah pegawainya masih kurang, penyebaran tanggung jawab
ke para Kepala Bidang dan Kepala Seksi pun sudah terlaksana. Untuk itu,
Kepala Dinas Dukcapil berusaha ditengah keterbatasan dan berbagai
kendala tersebut dengan melaksanakan bimbingan tekmis bagi seluruh
Pegawai Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, dan mengimplementasikan
faktor Disposisi dengan memberikan insentif bagi pegawai yang
melaksanakan tugas pelayanan tambahan di hari Sabtu yang anggarannya
bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang, serta tetap berusaha agar
DPRD Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat
membantu untuk merealisasikan sirana prasana pendukung kebijakan
Projaga Cantik, dengan harapan agar seluruh kegiatan yang terdapat
dalam Projaga Cantik dapat terlaksana untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan administrasi Dukcapil Kota
Pangkalpinang. Terakhir yaitu faktor Struktur Birokrasi, dalam
implementasi kebijakan Projaga Cantik mi tidak sesuai SOP karena

terkendala SOP terlalu panjang dan belum terlaksananya fragmentasi di
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ranah implementator menyebabkan kinerja pada Struktur Birokrasi Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang tidak bisa maksimal, karena penyebaran
tanggung jawab kegiatan-kegtatan atau aktivitas pegawai terkendala oleh

jumlah petugas layanan dan operator.

B. Saran
Berikut in1 saran yang dapat disampaikan dengan tujuan sebagai bahan

masukan yang bersifat konstruktif, yaitu sebaga berikut :

1. Memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terlalu panjang,
sehingga kegiatan pelayanan yang telah tersusun dalam Projaga Cantik
dapat di lakukan sesuai SOP, dengan cara membentuk Tim Kerja untuk
melaksanakan evaluasi terhadap jalannya SOP agar dapat merevisi hal-hal
yang harus di tambah atau dihilangkan.

2. Informasi yang terdistorsi mengakibatkan masyarakat kurang tahu tentang
Projaga Cantik, maka di era teknologi dan informasi saat ini, Dinas
Dukcapil Kota Pangkalpinang dapat memanfatkan aplikasi What’s App
(WA) dan Instagram, untuk mensosialisasikan Projaga Cantik. Selain itu,
dapat juga disampaikan dengan memasang Banner tentang Projaga cantik
di beberapa tempat di kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang seperti
di ruang tunggu antrian pelayanan.

3. Membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi secara berkala
terkait implementasi kebijakan Projaga Cantik yang sudah terlaksana,

tidak harus menunggu saat ada permasalahan saja.
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4. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota
Pangkalpinang untuk melakukan penambahan petugas layanan seperti
operator Data Base, petugas bagian loket pelayanan dan petugas lapangan,
sehingga tidak ada rangkap tugas yang dapat menggganggu kualitas
pelayanan.

5. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang terkait anggaran, sarana
prasarana dan bimbingan tekmis bagi pegawat Dinas Dukcapil Kota
Pangkalpinang. Agar lima kegiatan Projaga Cantik yang belum terealisasi,

dapat direalisasikan.
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PEDOMAN OBSERVASI

IMPLEMENTASI PROJAGA CANTIK
DINAS DUKCAPIL KOTA PANGKALPINANG

UNIWVERSUTAS TERBUNA

Dalam Observasi yang dilakukan, peneliti akan mendalami implementasi

Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang dengan tujuan untuk

mendeskripsikan hasil implementasi Projaga Cantik Dinas Dukcapil Kota

Pangkalpinang tersebut dan menganalisanya dengan menggunakan teori Edwards

11

Aspek yang di amati dalam observasi yaitu :

1.

Sembilan unsur pelayanan dalam Projaga Cantik

Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang

. Tim Kreasi dan Inovasi Dinas Dukcapi! Kota Pangkalpinang

Petugas layanan atau para implementator kebijakan

Masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan terkait Projaga Cantik,
Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah mengikuti sosialisasi
terkait Projaga Cantik

Sarana dan prasarana penunjang Projaga Cantik

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Projaga Cantik
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PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PROJAGA CANTIK

am

DINAS DUKCAPILKOTA PANGKALPINANG

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara untuk Tim Inovasi dan Kreasi Dinas Dukcapil
Pangkalpinang

Tanggal Wawancara
Nama Informan

Keterangan

L Komunikasi :

1. Apakah ada sosialisasi dari petugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tentang Projaga Cantik?
Apabila ada, siapa yang melakukannya ?

Apakah tujuan dilakukannya sosialisasi ?

Informasi apa yang disampaikan dalam sosialisasi ?

Siapa saja sasaran dalam melakukan sosialisasi ?

Bagaimana proses komunikasi antara Tim Kreasi dan Inovasi

dengan para implementator kebijakan ?

7. Apakah kebijakan yang disampaikan Tim Kreasi dan Inovasi
tepat, akurat dan konsisten ?

8. Pernahkah terjadi miskomunikasi antara Tim Kreasi dan
Inovasi dengan implementator ?

9. Apakah petugas atau implementator bingung dalam menerima
pesan kebijakan dan Tim Kreasi dan Inovasi ?

10. Apakah pernah atau sering terjadi inkonsistensi dalam
implementasi Projaga Cantik?

11. Apakah 9 kegiatan yang ada dalam Projaga Cantik begalan
semua ?

12. Apa saja kegiatan yang sudah berjalan dan belum berjalan ?
Jika ada kegiatan yang belum berjalan, apa penyebabnya ?

13. Sudah maksimal kah kegiatan yang telah berjalan ?

e
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II. Sumber Daya :

1. Apakah ada pembekalan bagi petugas sosialisasi dan petugas
pelayananProjaga Cantik?

2. Bagaimana cara berkomunikasi dalam menyampaikan
sosialisasi tentang Projaga Cantik?

3. Apakah jumlah implementator sudah mencukupi ?

4. Apakah ada kendala dalam proses implementasi Projaga Cantik
?

5. Apakah mereka sudah berkompeten di dalam bidang tugasnya
masing-masing  dan menguasai tentang kebijakan yang
dijalankannya ?

6. Apakah petugas sudah bekerja sesuai dengan Standar
Operating Prosedur (SOP) dan Tugas pokok Fungsinya
masing-masing ?

7. Apakah ada evaluasi terhadap kinerja para implementator ?

8. Bagaimana sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan
Projaga Cantik?

9. Adakah anggaran uang lembur bagi petugas yang bekerja di
luar jam dinas ?

10. Apakah petugas dalam melaksanakan tugasnya di lengkapi
surat perintah Pimpinan ?

III.  Diposisi(sikap pelaksana) :

1. Bagaimana sikap para petugas dalam
mengimplementasikanProjaga Cantik? terkait kemampuan dan
kemauan petugas pelaksana kebijakan.

2. Bagaimana sikap para petugas seharusnya dalam melakukan
pelayanan terkait Projaga Cantik?

3. Apakah ada kendala dalam proses pelayanan ?

4, Menurut Anda, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala
tersebut ?

5. Adakah insentif yang di berikan oleh Pimpinan dalam hal ini
Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang kepada para
implementator ?

I1V.  Struktur Birokrasi :
1. Apakah kebijakan ini di dukung oleh Pimpinan Pemerintahan
tingkat atas seperti Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD
Kota Pangkalpinang?
2. Apakah struktur birokrasi yang ada bisa bekerjasama dan
saling mendukung terkait implementasi Projaga Cantik?
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3. Apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat
kebijakan dan penerima kebijakan dalam implementasi Projaga
Cantik?

4, Apakah koordinasi antara Dukcapil dan birokrat setingkat
diatasnya sudah terlaksana ?

5. Apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk
dijadikan acuan petugas atau para impiementator kebijakan ?

6. Apakah petugas melaksanakan pekenjaanya sesuai SOP
(Standar Operasional Prosedur) ?

7. Terkait pelaksanaan fragmentasi. Apakah ada upaya
penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas
pegawai diantara beberapa unit kerja ?
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PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PROJAGA CANTIK

/] llll'
el

DINAS DUKCAPIL KOTA PANGKALPINANG

UNTVERSITAS TERBUNKA

Pedoman wawancara untuk Petugas Layanan Projaga Cantik

Tanggal Wawancara
Nama Informan

Keterangan

L Komunikasi :

1. Apakah ada sosialisasi dari petugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil K ota Pangkalpinang tentang Projaga Cantik?
Apabila ada, siapa yang melakukannya ?

Apakah tujuan dilakukannya sosialisasi ?

Informasi apa yang disampaikan dalam sosialisasi ?

Siapa saja sasaran dalam melakukan sosialisasi ?

Bagaimana proses komunikasi antara Tim Kreasi dan Inovasi

dengan petugas layanan ?

7. Apakah kebijakan yang disampaikan Tim Kreasi dan Inovasi
tepat, akurat dan konsisten ?

8. Pernahkah terjadi miskomunikasi antara Tim Kreasi dan
Inovasi dengan petugas layanan ?

9. Apakah petugas layanan bingung dalam menerima pesan
kebijakan dari Tim Kreasi dan Inovas: ?

10. Apakah pernah atau sering terjadi inkonsistensi dalam
implementasi Projaga Cantik ?

11. Apakah 9 kegiatan yang ada dalam Projaga Cantik berjalan
semua ?

12. Apa saja kegiatan yang sudah berjalan dan belum berjalan ?
Jika ada kegiatan yang belum berjalan, apa penyebabnya ?

13. Sudah maksimal kah kegiatan yang telah berjalan ?

AN ol

IL Sumber Daya :
1. Apakah ada pembekalan bagi petugas pelayanan Projaga
Cantik?
2. Bagaimana cara berkomunikasi dalam menyampaikan
sosialisasi tentang Projaga Cantik?
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3. Apakah jumlah petugas layanan sudah mencukupi ?

4. Apakah ada kendala dalam proses implementasi Projaga Cantik
9

5. Apakah anda merasa sudah berkompeten di dalam bidang tugas
masing-masing  dan menguasali tentang kebijakan yang
dijalankan ?

6. Apakah petugas sudah bekerja sesuai dengan Standar
Operating Prosedur (SOP) dan Tugas pokok Fungsinya
masing-masing ?

7. Apakah ada evaluasi terhadap kinerja para petugas ?

8. Bagaimana sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan
Projaga Cantik?

9. Adakah anggaran uang lembur bagi petugas yang bekena di
luar jam dinas ?

10. Apakah petugas dalam melaksanakan tugasnya di lengkapi
surat perintah Pimpinan ?

III.  Diposisi(sikap pelaksana) :

1. Bagaimana sikap anda kepada masyarakat dalam memberikan
pelayanan ? terkait kemampuan dan kemauan petugas
pelaksana kebijakan.

2. Bagaimana sikap para petugas seharusnya dalam melakukan
pelayanan terkait Projaga Cantik?

3. Apakah ada kendala dalam proses pelayanan ?

4. Menurut Anda, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala
tersebut ?

5. Adakah insentif yang di berikan oleh Pimpinan dalam hal ini
Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang kepada para
petugas layanan ?

IV.  Struktur Birokrasi :

1. Apakah kebijakan ini di dukung oleh Pimpinan Pemerintahan
tingkat atas seperti Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD
Kota Pangkalpinang ?

2. Apakah struktur birokrasi yang ada bisa bekerjasama dan
saling mendukung terkait implementasi Projaga Cantik?

3. Apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi petugas
layanan dalam implementasi Projaga Cantik?

4. Apakah koordinasi antara petugas layanan dan Tim Kreasi dan
Inovasi sudah terlaksana ?

5. Apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk
dijadikan acuan petugas layanan kebijakan ?
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6. Apakah petugas melaksanakan pekerjaanya sesuai SOP
(Standar Operasional Prosedur) ?

7. Terkait pelaksanaan fragmentasi. Apakah ada upaya
penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas
pegawai diantara beberapa unit kerja ?
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PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PROJAGA CANTIK

S

DINAS DUKCAPIL KOTA PANGKALPINANG

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara untuk masyarakat pengguna layanan Projaga Cantik

Tanggal Wawancara
Nama Informan
Keterangan

L Komunikasi :

1. Apakah anda tahu tentang Projaga Cantik? jelaskan

2. Apakah ada sosialisasi dari petugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tentang Projaga Cantik?

3. Informasi apa yang disampaikan dalam sosialisasi ?

4. Bagaimana proses komunikasi antara petugas layanan dengan
anda ?

5. Apakah anda paham dengen prosedur pelayanan yang
diberikan petugas ?

6. Apakah kebijakan yang disampaikan petugas tepat, akurat dan
konsisten ?

7. Pernahkah terjadi miskomunikasi antara petugas dengan
masyarakat ?

8. Apakah masyarakat bingung dalam menerima layanan dan
petugas ? Jika bingung, apa penyebabnya ?

9. Apakah pernah atau sering terjadi inkonsistensi dalam proses
pelayanan oleh petugas ?

IL Sumber Daya :

1. Apakah anda paham dengan layanan yang diberikan petugas ?

2. Sepengamatan anda, apakah jumlah petugas pelayanan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kota Pangkalpinang
sudah mencukupi ?

3. Apakah ada kendala dalam proses pelayanan yang diberikan
petugas ?

4. Menurut anda, apakah mereka sudah berkompeten di dalam
bidang tugasnya masing-masing dan menguasai tentang
kebijakan yang dijalankannya ?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43803.pdf

131

5. Menurut anda, apakah petugas sudah bekerja sesuai dengan
Standar Operating Prosedur (SOP) dan Tugas pokok Fungsinya
masing-masing ?

6. Perlukah evaluasi terhadap kinerja para petugas ?

7. Bagaimana sarana dan prasarana dalam layanan yang
disediakan petigas untuk anda ?

8. Perlukah anggaran uang lembur bagi petugas yang bekerja di
luar jam dinas ?

9. Perlukah petugas dalam melaksanakan tugasnya di Iengkapi
surat perintah Pimpinan ?

III.  Diposisi(sikap pelaksana) :

1. Bagammana sikap para petugas dalam mengimplementasikan
Projaga Cantik ? terkait kemampuan dan kemauan petugas
pelaksana kebijakan.

2. Bagaimana sikap para petugas seharusnya dalam melakukan
pelayanan terkait Projaga Cantik?

3. Apakah ada kendala dalam proses pelayanan ?

4. Menurut Anda, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala
tersebut ?

5. Perlukah insentif yang di bertkan oleh Pimpinan dalam hal ini
Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang kepada para
petugas layanan ?

IV.  Struktur Birokrasi :

1. Menurut anda, apakah kebijakan Program Jangkau Warga ini
perlu di dukung oleh Pimpinan Pemerintahan tingkat atas
seperti Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota
Pangkalpinang ?

2. Menurut pengamatan anda, apakah petugas layanan bisa
bekerjasama dan saling mendukung dalam melayani masyarkat
?

3. Perlukah koordinasi antara Dukcapil dan birokrat setingkat
diatasnya?

4. Perlukah SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk dijadikan
acuan petugas pelayanan ?

5. Apakah petugas melaksanakan pekerjaanya sesuat SOP
(Standar Operasional Prosedur) ?

6. Terkait pelaksanaan fragmentasi. Perlukah penyebaran
tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai
diantara beberapa unit kerja
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HASIL WAWANCARA
IMPLEMENTASI PROJAGA CANTIK

DINAS DUKCAPIL KOTA PANGKALPINANG

Q)

UNIVERSITAS TERBUKA
Pedoman wawancara untuk Tim Inovasi dan Kreasi Dinas Dukcapil
Pangkalpinang
Tanggal Wawancara . Sabtu, 20 Oktober 2018
Nama Informan . SP
Keterangan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
No. Pertanyaan Jawaban
Komunikasi

1. | Apakah ada sosialisasi dan petugas Dinas | Ada, tiap tahun dan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota disamoaikan tent
Pangkalpinang tentang Projaga Cantik ? P ang

Projaga. Pertama kali pada

tahun 2015

2. | Apabila ada, siapa yang melakukannya ? Kepala Dinas dan para
Kabid

3. | Apakah tujuan dilakukannya sosialisasi ? Sosialisasi adanya di

bidang PIAK, tapt
sepengetahuan Ibu
minimal biar mereka bisa
menyampaikan  kepada
masyarakat tentang
program  yang  akan
dilaksankaan.

4. | Informasi apa yang disampaikan dalam | Semua info yang berkaitan
sosialisasi 7

dengan tugas dan fungsi
kita masing-masing.
Seperti Ibu misalnya di
Bidang pendaftaran
Penduduk maka
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menyampaikan informasi
tentang pendaftaran
penduduk, mulai dari KK,
KTP, KIA dan segala
macam, serta  aturan-

aturan terbaru.

5. | Siapa saja sasaran dalam melakukan sosialisasi | Sasarannya para Tokoh

(?

‘ masyarkat, para RT, RW,
Kelurahan dan
Kecamatan.

6. | Bagaimana proses komunikasi antara Tim | Untuk bidang Pendaftaran

Ik(;;:;zlk gin? Inovasi dengan para implementator penduduk, apabila ada

hambatan atau kendala
maka  petugas  akan
menyampaikan ke Kasi
ataw  Kabid.  Namun
apabila tetap tidak bisa
diselesaikan baru
diteruskan ke Kepala
Dinas.

7. | Apakah kebijakan yang disampaikan Tim | Iya sih
Kreasi dan Inovasi tepat, akurat dan konsisten
‘?

8. | Pernahkah terjadi miskomunikasi antara Tim | Tetap adalah, walaupun
Kreasi dan Inovasi dengan implementator ? sedikit banyak. Maka jika

ada benturan, paling tidak

diselaraskan  setelahnya,
misalnya  penyampaian
maksud kita gini mungkin
waktu itu mereka
menanggapinya lain, Tapi
langsung diselsaitkan agar

tidak menghambat tugas.
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9. | Apakah petugas atau implementator bingung | Tidak pernah
dalam menerima pesan kebijakan dari Tim
Kreasi dan Inovasi ?

10. | Apakah pernah atau sering terjadi inkonsistensi | Kadang-kadang, tetap ada

. : . o

dalam implementasi Projaga Cantik’ sedikit. Misalnya saat
mereka jenuh dan capek,
jenuh karena nelayani
rutin dari pagi sampe sore.
Tetapi paling tidak tetap di
ben pembinaan, dipanggil
dan di beri motivasi.

I1. | Apakah 9 kegiatan yang ada dalam Program | Belum semua
Jangkau Warga berjalan semua ?

12. | Apa saja kegiatan yang sudah berjalan dan | Baru Door To Door,
belum berjalan ? Jika ada kegiatan yang belum elavanan terintearasi
berjalan, apa penyebabnya ? peiay grast,

pelayanan han sabtu, One
Day Servicedan Survei
Kepuasan Masyarakat.
13. { Sudah maksimal kah kegiatan yang telah | Belum maksimal, karena
: 9
berjalan ? masth ada kendala seperti
anggaran, listnk yang
kadang mati, dan jaringan
internet.

No. Pertanyaan Jawaban

Sumber Daya

1. | Apakah ada pembekalan bagi petugas | Pembekalan tetap ada
sosialisasi dan petugas pelayanan Projaga
Cantik ?

2. | Bagaimana c¢ara berkomunikasi  dalam | Para petugas sudah pernah
meny_fampalkan sosialisasi tentang Projaga dibekali dengan Bimtek
Cantik ?

Service Excelent agar bisa
berkomunikasi dengan
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masyarakat untuk seluruh

pegawai
3. | Apakah  jumlah  implementator  sudah | Sebenarnya kurang, tapi
mencukupi ? . .
saat it kita
memaksimalkan petugas
yang ada.
4, | Apakah ada kendala dalam  proses | Tetap ada, tapi biasanya
. ) . o
implementasi Projaga Cantik bisa diatasi, misalnya
jaringan  error,  mati
lampu, alat rusak.
5. | Apakah mereka sudah berkompeten di dalam | Iya, sudah.
bidang tugasnya masing-masing dan
menguasai tentang kebijakan yang
dijalankannya ?
6. | Apakah petugas sudah bekerja sesuai dengan | Iya, sudah juga.
Standar Operating Prosedur (SOP) dan Tugas
pokok Fungsinya masing-masing ?
7. | Apakah ada evaluasi terhadap kinerja para | Ada, misalnya di bidang
implementator ?
saya mereka harus
membuat laporan setiap
hari dan petugas, dan
untuk penilaian kinerja
mereka juga. Dan setiap 3
bulan sekali ada penilai
kinerja mereka.
8. | Bagaimana sarana dan prasarana dalam | Kurang sih, terutama alat-
; I : o
implementasi kebijakan Projaga Cantik ? alat sudah banyak tua
Banyak yang rusak dan
error.
9. | Adakah anggaran vang lembur bagi petugas | Ada, dart APBD Kota
yang bekerja di luar jam dinas ? Pangkalpinang.
10. | Apakah petugas dalam melaksanakan tugasnya | Iya, tetap dikasih surat
; : ) T .
di lengkapi surat perintah Pimpinan ? gas dan biasanya di
dampingi RT.
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No.

Pertanyaan

Jawaban

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Bagaimana sikap para petugas dalam
mengimplementasikan Projaga Cantik ? terkait
kemampuan dan kemauan petugas pelaksana
kebijakan.

Kalau kemampuan dan
kemampuannya

Alhamdulillah.  Mereka
sudah bisa melaksanakan
tugas yang kita emban

kepada mereka.

2. | Bagaimana sikap para petugas seharusnya | Bagus, tapi biasanya yang
dalam melakukan pelayanan terkait Projaga i Ak
Cantik ? meniial masyarakaf yang
tertuang dalam Survei
Kepuasan Masyarakat.

3. | Apakah ada kendala dalam proses pelayanan ? | Sarana dan Prasana yang
sudah tua dan sering error
tadi lah.

4, | Menurut Anda, bagaimana solusi untuk | Ya, harapannya alat kita

i ?
mengatasi kendala tersebut ? di perbarui agar semakin
mempermudah pelayanan.

5. | Adakah insentif yang di berikan oleh Pimpinan | Pimpinan mengusahakan

dalam hal ini Kepala Dinas Dukcapil Kota angearan  lembur  dari
Pangkalpinang kepada para implementator ? g8
APBD.
No. Pertanyaan Jawaban
Struktur Birokrasi

Apakah kebijakan ini di dukung oleh Pimpinan
Pemerintahan tingkat atas seperti Pemerintah
Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota
Pangkalpinang ?

Kalau Pemkot dan DPRD

Alhamdulillah
mendukung, misalnya
mendukung angaran untuk
uang lembur.
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Apakah struktur birokrasi yang ada bisa
bekerjasama dan saling mendukung terkait
implementasi Projaga Cantik ?

Iya, alhamdulilah

Apakah struktur birokrasi yang ada telah
efektif bagi pembuat kebijakan dan penerima

kebijakan dalam implementasi Projaga Cantik
t?

Iya

Apakah koordinasi antara Dukcapil dan
birokrat setingkat diatasnya sudah terlaksana ?

lya sudah

Apakah sudah ada SOP (Standar Operasional
Prosedur) untuk dijadikan acuan petugas atan

Ada, berdasarkan layanan

para implementator kebijakan ? per  produk.  Misalnya
dalam pembuatan KK,
KTP dan KIA.

Apakah petugas melaksanakan pekerjaanya | Iya sudah

sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) ?

Terkait pelaksanaan fragmentasi. Apakah ada
upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-
kegiatan atau aktivitas pegawal diantara
beberapa unit kerja ?

Dalam 9 kegiatan Projaga

ni ada pembagian
tanggung jawab kegiatan,
misalnya pembagian kerja

ke para Kabid-kabid.
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LAMPIRAN

Data Aparatur Sipil Negara Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang
Bulan Oktober 2018
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LAMPIRAN

Data Pegawai Dengan Perjanjian Kerja atau Pegawai Harian Lepas
Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang
Bulan Oktober 2018
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DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

KOTA PANGKALPiNANG
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PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
Alamat : Jalan Rasakunda Pangkalpinang Telp. (0717) 421142

SURAT TUGAS
NOMOR : 800 /13623/DISDUKCAPIL/V/2018

Dasar : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpina.ng
Nomor : KEP/DISDUKCAPIL/V/2018 Tanggal 10 Mei 2018 tentang
Pelaksana Kegiatan PEMUTAKHIRAN DOKUMEN AKTA PENCATATAN
SIPIL

MENUGASKAN

FENDRA ISKANDAR
FAHRI ERRAFIQI

AFRI ADI SYAPUTRA

DIANA

INDAH YUNIART!

OMI FAHRIZAL

WENY WIDIASTUTI

GITA DIYANTRI

PREL! PRIANTI

10 ADELIA PRATIWLS.Kom

11 DIRA MEILIANA

12:ANI WAHYUN}?

13 APRILISA MADONA BACHARI,SE
14 DEVI NOPIARTI,S.ST

15 UTUT SEFTYANI

16 DINDA PUSPA NINGRUM

17 DESVI

18 AJENG PUTRI LARASATI,SE
19 FITRI AYU

20 HENNY RAHAYU

21 SRl WULANDARI

22 MUHAMMAD BAHRI

Kepadu

O 0 N AW N
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23 PALMARUM SIANTURI
24 IKHSAN
25 RANTY OKKY PUTRI

Untuk  : Melaksanakan Tugas Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil ke SLTA dan
Kelurahan dengan Tugas Mendata, Memverifikasi dan memberikan hasil
pendataan berupa Dokumen Akta Pencatatan Sipil, sesuai dengan jadwal yg
telah di tentukan.

Demikian surat tugas ini di buat sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan
laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

PEMBINA UTAMA MUDA
NIF. 19600305 198603 1 009
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PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jalan Rasakunda Pangkalpipang Telp. (0717) 431476

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor: 070/ 6 ¢ / KESBANGPOL /X/ 2018

Dasar i a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan

_atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang
" Pzdoruan Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
b, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.

Memperhatikan : Surat dari Plh. Direkur. Manager Kevangan dan Umum Nomor

3781/UN3L.UPBI) .6/LL/201'% Tanggal 12 Oktober 2018 tentang Permohoegan
Izin Pengumpulan Data TAPM.

Memberi rekomendasi kepada :

Kepada :

Nama :  LUSIANA

NIM 1 500630361

Untuk 1 Melakukan  FPengumpulan Data TAPM di Dinas Kependudukan dan
Pcncacatan Sipil Kota Pangkzlpinang untuk “ Implementasi Program Jangkau
Warga Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pangkalpinang .
{waktu pelaksanacn bulan 1 Agustus s.d 30 Desember 2018)

Dengan Ketentuan :

1.
2.

3.
. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian ini telah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian

Sebelurn melakukan kegiatan Penelitian/survey/riset, peneliti harus melaporkan kedatangannya kepada
Pejabat setempat dengan menunjukan rekomendasi penelitian ini.
Penelitian/survey/riset yang dilaksanakan harus sesual dengan judul penelitian/survey/riset yang

. dimaksad.

Hurus mentaati ketentuan perundang-undangan serta mentaati norma adat istiadat setempat.

belum sclesai, maka perpanjangan rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang. '

. Setelah selesai melakukan penelitian agar membuat laporan secara tertulis kepada Badan kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang,

. Rekomendasi penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana tercantum dalam butir 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 15 Oktober 2018

Tembusan disampaikan kepada Yih
1. Walikota Pangkalpinang
2. Arsip
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